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F ungkin sesekali ada
manfaatnya jika kita
¥ & membayangkan Nega-
ra Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) ini bagaikan sebuah pe-
ruszhaan raksasa modern, di mana
Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, serta seluruh perundang-un-

dangan nasional sebagai anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga
perusahaan, seluruh Rakyat Indo-
nesia sebagai pemegang saham
(sharebolders), pemilihan umum se-
bagai rapat umum pemegang sa-
ham (RUPS), seluruh lembaga ne-

gam sebagai manajeimndcn perusahad

an, dan seluruh wilayah negara dan sumber
daya alam yang ada di dalam dan di atas-
nya sebagai modal perusahaan.

Sekarang, menjelang hari peringatan Pro-
klamasi Kemerdekaan 17 Agustus 2007,
jika kita mengaudit NKRI ini sebagai-
suatu perusahaan raksasa modern — mi-
salnya dengan management audit dan atau
dengan performance andit — apakah’ ha-
sil penilaian yang akan kira berikan? R

1 Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933,
yang masih berlakus ampai saat ini, ada tiga
unsur konstitutif Negara , yaitu rakyar yang
tetap, wilayah yang jelas batas-batasnya, serta
pemerintah yang mampu menunaikan rang-
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o Pasu bukanlah Wajar Tanpa Syarat,___.
' mcngmgat demlkzan banyaknya ma—"-"
~ salah yang masih membeht negara ini,

' adanya kesan serta fakta kemundur—
_ﬁhak manajernen
e o
J ika:. dgzmi_kiaa _.halnya_, dimanakah
tetletak kesalahannya ? Pada ‘anggar-

““an hampirdi seoala bidang,dan se-

' hubuncran dengaﬂ i,
i mntunnya protes dari Rakyar Indo-
" nesia, yang merasa kﬁhldupannya_m-

dak kunjung membaik, pada-saat-

kaum elite terbukd demikian sibuk
mengkorupsi kekayaan negara.

Dengan demikian, maka hanya ada
dua alternatif hasil penilaian lagl bagi
negara ini, yaitu Wajar dengan Sya-
rat , dan No Opinion. Penilaian per-
tama diberikan jika masih ada ha-
rapan uatuk mengadakan perbaikan
pada hal-hal tertentu dalam jangka

walteu tertentu, P@miamn y’ang rera-

gung jawab internasionalnya, Walaupun
perannya penting, namun konvensi tidak
biacara apa-apa tentang bagaimana sua-
“tu MNegara harus dikelola. Kelihatannya
hal itu diserahkan kepada bangsa dan
Negara yang bessanglkutan. Setelah ter-
“bentuknya Perserikaran Bangsa Bangsa
pada tahun 1945 telah rumbuh dan ber-
kembang lumayan banyak instrumen
hukum internasiomal hak asasi manusia,
yang secara langsung ataus ecara ridak
langsung, memperngaruhi cara bagaima-
na suari Negara atau suatu pemerintah-
an harus dikelola, Sebagat Megara ang-
gota badan dunia ini, Republik Indone-
sia sudah meratifikasi instrument-instru-
men utama hukum internasional hak a-

khir ini- Iazlm djgunakan oleh -Para
: :'audztor yang sudah angkat tangaﬁ

pangan y ngz telah cillakukan oleh

‘andasar dan anggaran’ rumah tang-

ga?, pada ‘manajemen’ ?, pada ‘rapat
umum pemegang saham’ ?, pada ‘pe-
megang saham’ ?, pada ‘strukrur mo-
dal perusahaan’ ? atau pada kondisi
lingkungan sekitar? Marilah kita coba
menekuninya satu demi satu.

1. Pancasila dan Undang-Undang Da-
sar 1945 sebagai ‘anggaran dasar
dan anggaran rumsh tangga perw
5 ahaan £

sasi manusia ini, khususnya Kovenan In-
ternasional Hak Sipil dan Politik serta
Kovenan Internasional Hak Ekonomi, So-
sial, dan Budaya, menjadi Undahg—ﬁm
dang nomor 11 dan 12 wahun 2005. -

Beberapa melalah peniulis mengenai to-
pik ini antara lain: “Pancasila dan UUD
1945 dalam Alam Reformasi”, farewell
lecture pada Sekolah Tinggt Filsafat
Driyarkara, Jakarra, 22 Desember 1999;
“Bagaimana Melaksanakan Pancasila se-
bagai Dasar Negara: Sebuah Gagasan Ten-
tang Paradigma Fungsional”, Kuliah pada
Kursis Kesejahteraan Sosial Fakulras Fil-
safat Universitas Gadjah Mada, 17 Ma-
ret 2007 dan ceramakh pada Musantara
Institute, Jakarta, 3 April 2007.
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A Ada ge}ala yang menaﬂk tentang

'_ : -_;_---:-_'-.'Pancasda Hampzr semua kalang—
Ccan mengakui, bahwa sebagal da-
Ciiisar negara, Pancas;la mampu me-
' nampung seluruh’ asplr_as; ~dari

~bangsa Indonesza yang majemuk

“ini. Namun bersamaan dengan iy,

L !_3_;353;1}@ udak _ada_ yang sungguh-—_

- sungguh tahu bagaimana hubung-
an aii_téra satu sila dengan sila yang
-"iain,f.f.épa nilaiintl {(core value)
Pancasila, dan bagaimana menja-
barkannya secara tepat ke dalam
- “kenyaraan, sehingga apapun bisa
“dilakukan dengan nyaman di ba-
wah payung ‘Pancasila’ demokrasi
liberal, demokrasi terpimpin, libe-
ralism_e, komunisme, atau apapun.

Dewasa ini, misalnya, tidak ada
yang ‘bisa membantah bahwa di
bawah payung Pancasila yang sama,
hampir seluruh kehidupan pereko-
nomian kita dikelola dengan se-
mangat neo-liberalisme yang hanya
menguntungkan pemilik modal
besar — baik versi mancanegara
maupun versi domestik —~ yang
mempertuhan pasar bebas, dan
sama sekali tdak bersentuhan de-
ngan keinginan untuk mewujud-
kan ‘sebesar-besar kemakmuran
rakyat’, seperti dikehendaki oleh
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh

7

f_-Ra.kyat'Indonesia dan oleh Pasal -
_33 ayat 3) Undang—Undang Da-
1945, Demikianlah; lama.: &

: kelamaan, orang qidak. tahu iagi
“'mana yang sungguh-sungguh se- S
. suai dengan Pancasila dan mana

 yang tidak. Dengan kata lain, kita ©

' -sedang berada dalam suasana arzou'_-'_' o

mie atau kebmgungan ideologis. -

]1ka kita renungkan baik-baik, se-
sungguhnya kebingungan ideolo-
gis tentang Pancasila ini berasal dari
kenyataan bahwa Ir Sockarno se-
bagai penggali Pancasila belum
sempat menulis secara lengkap ke-
seluruhan wawasan beliau menge-
nai Pancasila®>. Hampir seluruh
pikiran beliau rertuang dalam ben-
tuk pidato, baik yang disampai-
kan secara spontan maupun yang
disiapkan secara tereulis sebagai

Besar kemungkinan hal iw disebabkan
oleh karena wawasan tentang Pancasila ini
memang baru timbul pada tanggal 31
Mei 1945, walaupun unsur-unsurnya
sudah ada dalam pemikiran Ir Soekarno
sejak tahun 1926. Bandingkanlah de-
ngan faham marxisme-leninisme sebagai
dasar Negara cks Uni Soviet dahulu:
Manifeste Komunis sudah ada sejak ta-
hun 1841 dan disusul demikian banyak
wlisan filsafar dan ideologis lainnya, se-
belum Negara tersebut didirikan pada
tahun 1917.
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. _.ﬁ-.-;---baglan dari pidato - kenegaraan,
. yang sudah barang tentu akan ter-
pengaruh oleh situasi dan. azudzerzce

. f-:-':__khusus yang! hadn: dalam pertemu-

*an‘pertemuan pada saat pidato ter-

i sebut dlsampajkan Mau tidak mau

.= seperti juga halnya dengan selu~
ruh pidato ~ ada pengaruh nuan-
!sg_ retorika dalam pidato- Pidato
tentang Pancasila tersebut, yang
cepat atau lambat akan menimbul-
kan kesan kedangkalan terhadap
g pemlk;ran—pemlkxmn yang dikan-
:c{ungnya : A

'Suatu momen fatal dari rangkaian
penyajian Pancasila dalam bentuk
“pidato ini terjadi dalam’ tahun
1960-an sewaktu Ir Soekarno me-
nyatakan bahwa Pancasila adalah
‘marxisme yang diterapkan di-In-
donesia’, Gagasan tersebut timbul
begitu saja dalam era Perang Di-
ngin, dan kelihatannya tidak per-
nah terlintas sedikitpun dalam

Pada tahun 1945 Ir Soekarno menawar-
kan suaru format lain dari Pancasila, da-
lam dua bentuk perasan, yaitu 1) Trisila
yang terdiri dari Sosio-Nasionalisme, So-
sioc Demokrasi dan KeTuhanan yang
Maha Esa, atau 2) Ekasila, yaitu gotong
royong oleh semua untuk semua. Tidak
demikian jelas dimana rempat Sila
KeTuhanan yang Maha Fsa dalam fomat
Ekasila ini.

pcmihran maupuan. dalam. penya—-
- jian beliau sewaktu beliau untuk
" pertama. kaimya menyampazkan

- pidato tentang Pancasila pada tang-
- gal'1 Juni 1945. Pidato Pancasila
- dalam tahun 1960-an tersebu te-
-~ lah membuka. jalan, bag1 bcr.kem—
"'-:'bangnya ideologi marxisme-leni-

~nisme serta Partai Komunis Indo-

- nesia, yang berujung dengan tra-

gedi nasional Gerakan 30 Septcr’n—
ber/PKI pada tahun 1965.

Dalam ta.hun 1950-an Prof Mr Drs

Notonagore — seorang guru be-
sar filsafat pada Universitas Gadjah
Mada ~ berusaha mengisi keko-
songan teoretikal ini dengan me-
ngembangkan apa yang beliau na-
makan sebagai pendekatan ‘hirar-
kis pramidal’ terhadap Pancasila.
Inii dari pendekatan ‘hirarkis pi-
ramidal’ ini adalah adalah bahwa
lima sila tersebut tersusun secara
bertingkat, mulai dari Sila Ketu-
hanan yang Maha Esa pada ting-
kat yang paling tinggi dan mem-
pengaruhi empat sila lainya, dan
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia pada tingkat
yang lebih rendah.

Walau secara teoretikal eksplanasi
Prof Notonagoro ini terkesan lebih
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rapi, namun. bukan tidak ada kele-

' Dr Socrjanto PoespowardOJo, gur u
'-'besar filsafar pada Umversuas In-

:;donesmt, menyaxnpmkan knt;k ter-

ini, .karena paradlgma yang mele—
& _takkan Sila. Ketuhanan yang Maha
E _"':'-Esa pada permgkat tertmggi bukan
- saja bisa disalah-fahami tetapi juga

- bisa menyebabkan dinomordua-
- kannya sila-siladain yang tidak ka-
~:lah pentingnya. Dari segi kebijak-
- an, paradigma tersebur tidak ber-
- pengaruh terhadap kebijakan kene-

- garaan Presiden Soekarno.

- Dalam kurun Orde Baru, 1966-
1998, ada dua hal penting dalam
pengembangan pemikiran tentang
Pancasila ini, yaitu pada ranah etika
perseorangan dan pada ranah ke-

- negaraan.

- Pada ranah etika perseorangan, di-
lakukan krisralisasi dan interpre-
‘tasi terhadap rangkaian pidato
Presiden Soecharto selama 12 ta-
hun, sewaktu Majelis Permusya-
waratan Rakyat pada tahun 1978
menetapkan 36 butir, yang ke-
mudian dikembangkan menjadi 45
butir, “‘Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila’, yang lebih

-;terkenai dengan smgkatannya Pé’ '
e .méhannya Dari: segit ‘teorerikal, Prof e iyang ditatarkan secara sistematis
selama 20 tahun kcpada seluruh’
wargancgara Penataran P4 ini ch-—" o
hentikan pada tahun 1998 :
hadap paradlgma Prof: Notonagoro_ i i . e
-'__.--.-’Pada ranah kenegaraan, sebaga;-_-':_'-_
- ganti’ dan paradigma Ir Soekarno
“‘tentang ‘Pancasila sebagai marxis-
‘me yang dlterapkan di Indonesia’,

dikembangkan paradigma baru

- ‘pembangunan sebagai pengamalan

Pancasila’, sebagai tindaklajut dari
‘strategi akselerasi modernisasi 25

* tahur’ yang dalam taraf awal ber-

asal dari gagasan Mayjen TINI Ali
Moertopo. Paradigma ini dijabar-
kan dengan semacam ‘doktrin
operastonal’ berwujud Trilogi Pern-
bangunan, yang terdiri dari : Sta-
bilitas Nasional yang Mantap dan
Dinamis, Pertumbuhan Ekonomi
yang Tinggi, dan Pemerataan Pem-
bangunan dan Hasil-hasilnya. Un-
tuk mendukung program pemera-
taan pembangunan dan hasil-ha-
silnya ini dikembangkan pedoman
operasional Delapan Jalur Pemera-
taan. Walaupun tidak pernah se-
cara resmi ditinggalkan, namun
paradigma Orde Baru ini tak per-
nah disebui-sebut lagi.

Namun, sukar untuk menyangkal,
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E)'ahWé koi‘i}biilé.éi paradigma' “Pem-
iy f';bangunan sebawaz Pengamalan Pan—

% icasilay Tﬂlo‘n Pembangunan dan

- ‘Delapan Jalur Pemerataan’ ini ba-
e -nyéi«;_"::sédikit"ﬁy;z telah berhasil me-

: _ngubah ‘wajah R@pubiik Indone-

- sla dari ‘she sick man ofﬁsm men- -
. }adi saiah satu modei dari negara— Vi

= f‘-negara industri baru di-Asia yang
._"'-difsebut sebagai ‘the A;zzm__ tigers

- Walaupun - demikian paradigma
+ yang berhasil ini bukannya tanpa
- kelemahan, bukan pada tataran
konseptualnya sendiri, tapi pada
lembaga serta para perilaku aparat
‘pelaksananya. Pemerintahan yang
~dikelola secara amat sentralistik,
‘bukan saja menyebabkan kurang
berkembangnya prakarsa dan krea-
* tivitaszakyat tetapi juga menyebab-
kan ketergantungan yang tinggi
kepada pemerintah pusat. Kekua-
© saan yang terpusat itu — seperti di-
- ingatkan ‘Drs Mohammad Hatta
- pada tahun 1945 — juga membuka
 kesemparan untuk penyalahgunaan
kekuasaan, dan timbulnya peluang
bagi segelintir kelompok di seki-
tar pusat kekuasaan untuk melaku-
kan melakukan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, dan timbulnya sekelom-
pok pengusaha super kaya yang
disebut ‘konglomerat’. Paradigma

inir runmh bersamaan dengaﬁ run-
i ;:_ftuhnya pcmermtahan @rde Bam,
:tanggal 2}; Mex 1998

-Sungguh memprihatmkan, E)ahwa
- gerakan Reformasi yang pada:sisi
~+oyang satu secara formal’ masih te-
tap menjunjung tinggi Pancasila,

«.-dan pada sisi yang lain mencabut
- seluruh produk ‘Orde Baru,; sama

sekali tidak —atan belum — mam-
- pu mengembangkan dokirin ope-

rasionalnya sendiri tentang bagai-

‘mana menjabarkan Pancasila it ke

dalam kenyataan. Salah satu fak-
tor penyebabnya adalah demikian
cepatnya pergantian presiden ser-
ta demikian seringnya amandemen

Undang-Undang Dasar 1945.

- Sebagai akibatnya, seluruh kehi-

dupan kebangsaan dan kenegaraan
dalam alam Reformasi berlangsung
bagaikan tanpa substansi, tanpa
dokrrin, tanpa arah, tanpa koheren-
si, tanpa konsistensi, dan terkesan
hanya merupakan hasil rangkaian
negosiasi pragmatis dari tckoh-to-
koh elite politik yang ridak jelas
warna ideologinya. Berbagai kon-
sep, dari manapun asalnya, kiri aran
kanan, atas atau bawah, timur atau
barat, utara atau selatan, boleh
disosialisasikan dan dilaksanakan
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| ':- ;'_:'_;_:_secara langsung, sehmggazkehldupan .'

n keadaan anomze, keadaan tanpa ni-.

| an ya memmbulkan
: Wézmrde Reforma31, Reformam
”Tanpa Orde. ‘Dalam suasana wa-
- norde ‘nasib’ Pancasﬁa tidak tentu
_ _"-:ujung pangkainya Ada semacam
 kekosongan ideologis, yang ber-
_dampak pada kekosongan para-
 digmatik dan kekosongan dokerin
__operasional, yang harus diisi. Bagi
_bangsa yang bermasyarakat maje-
muk seperti Indonesia, kekosong-
an nilai tersebut bisa berakibat fa-
 tal, karena tidak adanya suatu com-
mon frame of reference yang dapat
~ mempersatukannya.

Sekedar untuk mengisi kekosongan
-paradigmatik serta doktrin opera-
sional Pancasila ini, dan untuk
memberi tempat pada seluruh per-
kembangan pemikiran tentang ke-
hidupan berbangsa dan bernegara
sejak tahun 1998 — yang kelihat-
annya terpusat pada bidang poli-
tik, khususnya dalam membangun

kehidupan demokrasi dan hak a-

--'--_-_';_':_ia1_ _ngkasn a :-gerakan Reformam -

i ngun suatu_‘@rde Rcformﬁl _'Gerakv Cw
an. Reformas;

sesuai dengan it ada perbedaan
fungs; antara satu sxla dengan sila

_lainnya. Dalam mengoperasikan

Pancaszla ini dapat dimanfaatkan
kes_e_luguh_an gagasan tentang demo-

krasi dan hak asasi manusia yang

be;k_ef;xbai_xg dalam kurun Refor-
mast. Pokok-pokok gagasan penulis
adalah sebagai berikut

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,
yang secara substantif akan terkait
dengan ajaran agama dan berbagai
wujud kepercayaan terhadap Tu-
han, jelas bersifat meta negara dan
meta yuridis, artinya berada di luar
jangkauan kekuasaan negara dan
hukum. Dimensi kenegaraan dari
sila pertama ini selain merupakan
landasan keimanan dan moral bagi
masing-masing penganutnya, juga
membebankan kewajiban kepada
negara dan pemerintzh ‘untuk
menjunjung tinggi cita-cita moral

o 11 -

ma sia y :g':terdapat pada's.
o Pancasila tcrsebut tldaldah terma-.
:suk dalam kategon yang sama, dan




- la ini serta bagaimaﬁa':me-
o laksanakannya untik kalangannya
- sendiri; merupakan hak mutlak
O (aom demgaéle rngts) dari masmg—
" masing _penganut agam
o _peréa”a'an'yang bersangkutan' Ke-
' wajiban dan ‘tanggung ;awab ne-
géra dalam ‘hal ini adalah meng-
" hormati serta membeﬂkan petlin-
dungan', tanpa diskrlmmas1 -

- S;la kedua, l{euga, dan keempat
- Kemanusiaan yang Adil dan
Bcradab Persatuan Indonesia, dan
Kerakyatan y yang Dip;mpm oleh
Hikmar Kebijaksanaan dalam Per-
"muwawaratan/Perwakxian meru-
pakan landasan ideologi dan poli-
tik serta merupakan rujukan un-
tuk menyusun dan mengoperasi-
‘kan mekanisme politik. Tiga sila
ini secara substantif akan terma-
“suk pada apa yang sekarang dalam
”H;:z/e :Sz;z)z'l dan Polizik (civil and
political rights). Mengena.i hak si-
pil dan politik ini sudah tumbuh
dan berkembang demikian banyak
perangkar lunak, baik yang bera-
sal dari dunia internasional mau-
pun yang dikembangkan oleh
bangsa Indonesia sendiri.

Akhirnya, Sila Kelima, Keadilan

: '.':".'ra.kyat -yang luhur Apa _substanm

et PR | ;{iRNAL'cSICI"J'%}.:iilirjuﬁr-k:c;ds’"rué 2007-No.18 -

Sosml bagx Seluruh Rakyat Indo-
o ncsxa, mempalmn sasaran yang ha-
rus dzmpm, dan termasuk dalam
“kategori Hak Fkonoms, Sosza! dan
Budzzya ( economic, sacza‘[ zzmi cul—
tural rngts) Sepem Jucra halnya
_dengan hak sipil dan polirik, juga
dalam hak ckonomi, sosial, dan
budaya_ ini t_el__ah_bex;kembang de-
‘mikian banyak perangkar lunak.

Ada sedikit catatan yang perlu di-
perhatikan mengenai hal’ ekono-
mi, sosial, dan budaya ini. Berbe-
da dengan hak sipil dan" politik,
dimana perlindungan dan peme-
nuhan hak sering terkait ‘dengan
pembatasan kekuasaan negara, da-
lam hak ekonomi, sosial, dan bu-
daya justru diperlukan pendayagn-
naan kekuasaan negara untuk
memberikan perlindungan dan pe-
menuhan hak dari mercka yang
tidak mampu melindungi dan me-
menuhi haknya sendiri. Pendaya-
gunazan kekuasaan negara seperti ini
disebut sebagai affirmative actions.

Memperharikan adanya semacam a-
finitas antara Pancasila sebagai kon-
sensus nasional yang paling dasar
dengan substansi instrumen hak a-
sasi manusia, maka sesungguhnya

tokoh-tokoh gerakan Reformasi —
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;fgara, mereka cukup memanfaatkan

" secara sistematis demiktan ‘banyak
©: perangkat lunak serta’ pemieran
+ kenegaraan yang sudah bcrkembang
- di dunia mternasmnal,-. seperti -
man rights, human debé!ophzenr atau
- Millenium Develapmenr Goals
- 2015.

i f]lka leisuahsamkan, maka rekonsu s

£ _-ma ﬁmgsxonal yang dikaltkan de-
- ngan: berbagal konsep kenegaraan. o
v dan: kemanusman dewasa ini, ter-- o
o f--gambar --délam diagram berikut S
[ 'Berbeda dcngan paradigma Ir Soe—z o
: .kamo cian paradigma Prof Noto—-.:-_-: e
& nagoro, sxla sila Pancasxla dalam
: --3':'parad1gma ini dzmm secara horizon-

tal, schingga tidak ada kesan adasila
- yang satu lebih tinggi dari sila yang
: _la_in;_'Sf:mu'any:i.berpjung padaSila

~Keadilan Sosial bagi Seluruh Rak-

- yat Indonesia, yang merupakan sa-

-~ saran akhir yang harus diwujudkan
oleh pemerintahan negara.

- -STRUKTUR PARADIGMA FUNGSIONAL PANCASILA
: SAAFROEDIN BAHAR {2005)
- | KEMANUSIAAN
- | YANG ADILDAN g
. BERADAB .

KERAKYATAN

. ‘? YANG DHPIMPIN

OLEH HIKMAT

KETUHANAN
KEB] AAN KEADILAN SOSIAL
YANG MAHA B -;;“‘5*‘””,“ ol BAGH SELURUH
ESA PERMUSYAWATAN RAKYAT INDONESIA

IPERWAKILAN
PERSATUAN
| INDONESIA

LANDASAN INTL NILAI
LANDASAN MEKANISME DAN SASARAN
IDECLOGI
KEIMANAN DAN DAN POLITIK NASIONAL
MORAL POLITIK

5> Jika diperlukan, berbagai doktrin opera-
stonal Pancasila yang telah dikembang-
kan dengan berhasil oleh Orde Baru, se-
perti ‘Pembangunan sebagai Pengamalan

Pancasila’, “Trilogi Pembangunan’, atau
‘Delapan Jalur Pemerataan’ masih bisa

dipergunakan lagi.

§ PERPUSTAKAAN
| PERGURUAR TINGT] MU KEPOUISIAT
| JAKRARTA

i
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b Ada tlga hal pcntmg yang harus _?_;___.:-pubhk indoxaesm setengah terpak-.

: _;.:-tercantum dalam suatu tmdang—un—_ isal membemuk Komm Nasional

p 3‘f_dang dasar;’ termasuk dalam Un-

Q:dang-Undang Dasar. 1945 yaitu

- hak asasi manusia cian warganega--
Cooray bentuk negara, serta. smtem
: _'-3--:pcmerintahan g

" :"_LiMengenai hak asasi manusia periu

- kita ingar bahwa oleh karena para
- p_en(hn negara. :mcma:ndagg hak a-
+-sasi manusia. adalah kreasi indivi-
~dualisme dan liberalisme, hampir
~-tanpa kecuali beliau-beliat meno-
lak pencantuman pasal-pasal hak
asasi manusia dalam Undang-Un-
dang Dasar 1945%. Kalaupun-ada
- beberapa pasal hak asasi manusia
yang tercanrum dalam undang-un-
dang dasar tersebut ~— aras desak-
an Drs Mohammad Hatta — per-
timbangannya bukanlah bersifat
ideologis, tetapi lebih bersifat prag-
“matis belaka, yaitu agar kekilasaan
negara itu tidak bersalah guna. Pen-
dirian seperti itu dianut sampai ta-
hun 1993, sewaktu Pemerintah Re-

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
seperti yang diterangkan oleh Ir Sockar-
no tidaklah dapar disamakan dengan in-
strument hak asast manusia dewasa ini,
karena subsransinya bukanlah hak asasi
perseorangan yang melekat pada dirinya
sejak lahir, tetapi internasionalisme seba-

gai imbangan nasionalisme.

2P -_Hak. AsaSJl Manu31a (Komnas o
- HAM) pasca terjadmya Peristiwa
---:;Dlh tahun 1991. Baru se}ak tahun

1998, secara bcrturut—mrut disahw_ -

- -kan Ketetapan MPR Nomor Xv1l/
: MPR/ 1998, Undang—undang No-

~-mor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

- Asasi Manusia, serta Pasal 28 asam-

- pai dengan j Undang-Undang Da-

- sar 1945 yang memuat demikian

- banyak pasal-pasal yangmelindungs

huak asasi manusia. Ringkasnya, se-

lama 55 tahun (1945 -2000) hu-
kum dasar Republik Indonesia ti-
dak aran belum mengenal konsep
hak asasi manusia yang cumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan
sejak rahun 1948. Tidaklah meng-
herankan bahwa dalam kurun ini
terjadi demikian banyak pelanggar-
an hak asasi manusia.’

Tentang bentuk negara, dalam ta-
hun 1945 para pendiri Negara te-

Patur dicatat, bahwa bersisian dengan |
kekuasaan pemerintahan yang biasa, da-
tam kurun 55 whun ini secara berselang-
seling juga berlaku berbagai undang-un-
dang tentang keadaan bahaya, yang mem-
berikan kekuasaan ekstra kepada apara-
tur keamanan dalam rangka penyelamat-
an negara, jika perlu dengan melanggar

_ hak asasi manusia.
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- dan Persemakmuran (stdren l?and)

o -_:_3=f.ﬁiéncapai cita-cita’ bersama bagl
-~ bangsa Indonesia yang bermasya-

- rakat majemuk.? Walaupun demi-

_ < kian, selama satu’ setengah téhun
- Republik Indonesia s'pernah mem-

- pergunakan bentuk negara serikat,
“yaitu antara bulan Desember 1949
sampai bulan Agustus 1950, se-
bagai pelaksanaan dari perjanjian

‘dalam Konferensi Meja Bundar.

-Pada dasarnya bentuk negara ber-
- kenaan dengan sumber tertinggi
-kedaulatan negara serta dengan hu-
bungan antara pemerintah pusat de-

- ngan daerah-daerah. Dalam negara
- kesatuan, sumber kekuasaan ter-
tinggi terletak di tingkat nasional,
-yang kemudian diproyeksikan ke

tingkat daerah. Dengan sendirinya

Indonesia pernah memprakiekkan ben-
tuk negara federal antara bulan Desem-
ber 1949 sampai dengan Agustus 1960,
sebagai bentuk negara yang didesakkan
Kerajaan Belanda kepada Indonesia pas-
ca Konferensi Meja Bundar.

al lah mempemmbangkan pﬂihan an-
otara ﬁegara"" kesatuan (embezds
E '-_":.'stzzczzﬂ ‘negara federal (bond smzzzj '

-'-'_'-premermtah pusat mempunym ke— N

- kuasaan: yang ‘besar: dlbandmgkan' U

= 3-.:"-*-dengan pemermtah daerah: Seba—_"'

| . :hknyalah yang terjadl dengan ne-

'Dengan pemungutan suara, para - 'gara federal atau negara persemak-- -

) egar ~ muran, dimana sumber kekuasaaan

' tcrtinggi terIctak pada ncgara ba-"

i gian arau ‘negara anggota, sedang—_:_-"f i
< kan pemenntah pusathanya mem- -'

: 33p11nyal kekuasaan residual belaka.
‘Dengan ‘memilih bentuk negara
kesatuan, pada dasarnya seluruh
Rakyat Indonesia mengakui bahwa

sumber kekuasaan tertinggi terle-

tal di ringkat nasional.

Namun tatanan ini bukan tanpa
kelemahan, khususnya jika peme-
rintahan nasional itu — yang mau
tidak mau sebagian besar per-
sonilnya akan’ berasal dari warga
etnik mayoritas — kurang faham
dengan implikasi kemajemukan
kultural dari Rakyat Indonesia, dan
sadar atau tidak sadar akan mem-
proyeksikan ethnic bias-nya dalam
seluruh kebijakan yang ditetapkan-

nya bagi seluruh Indonesia.

Kemungkinan tersebut telah ter-
jadi, dengan akibat yang amat fa-
tal. Ada dua contoh yang dapart
ditampilkan dalam kesempatan ini.
Pertama, Undang-undang Nomor
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e 5 Tahun 1960 Tentang Pokok—po-
"'_'.=-.._:;_-kok Agrarla, yang walau pun me-
'--.-;_.:_ngakui hukum adat, ma.syarakat
- hukum adat, serta: tanah uiayat—

: '--__'-.f-nya, namun memben berbagai pet-

¢ oosyaratan’” terhadap pengakuan ter-
- sebut, sehmcrga praktis dalam Le-
i -'.'f'_-'f'-nyataan ridak: ada artinya sama

sckali, Kedua, Undaﬂg-undang No-
= mor 5 Tahun 1979 Tentang De-
- :sapraja, yang merombak seluruh ta-
- tanan desa di seluruh Indonesia —
cyang di daerah luar Jawa ditata
~berdasar asas‘teritorial-genealogis
sesual dengan adanya suku-suku ~
dan menyeragamkannya menurut
~model desa di Jawa, yang didasar-
~kan pada asas‘teritorial semata,
karena tidak adanya suku-suku.
Dua undang-undang ini telah me-
-rupakan alas-biak untuk tumbuh
- dan berkembangnya rasa‘tidak puas
yang meluas di antara berbagai
suku bangsa Indonesia di luar
“Jawa, yang cepat atau lambar, lang-
sung atau tidak langsung, telah
melunturkan kepercayaan dan
penghormatan mereka kepada pe-
merintah nasional. Kekecerawaan
mereka ini dapar difahami. Du-
kungan mereka terhadap semangat
kebangsaan serta negara kesatuan
bertujuan untuk mencapai masa

depan yang lebih baik, bukannya

: :'---.untuk mengubmk—abnk tatanan
. tradisional mereka yang: sudah ber- - -
::_:-kembang selama ratusan: tahun B

- -z-_:-Mengenal sistem pemenntahan, ada -
3-;;_sed1k1t i{caneha_n Waiaupun selu-
~sub pcnd].n Negara berpendldlkan _
":_Eropa Barat, baik Iangsung mau-
 pun tidak langsung, dan’ tidak se-

- orangpunyang mendapat pendidik-
-an di Amerika Serikat; namun be-

liau-beliau menolak bentuk peme-
rintahan dan sistem parlementer
Eropa Barat dan memilih bentuk
pemerintahan  serta sistem presi-
densial Amerika Serikat, yang nota
bene berbentuk negara federal iru.
Dalam sistem pemerintahan presi-
densial Amerika Serikat, tugas pre-
siden serta wakil presiden tidaklah
terlalu besar, karena wewenang pe-
merintahan federal hanyalah bersi-
fat residual, sedangkan dalam sis-
tem presidensial dalam negara ke-
satuan, pastilah amat besar, karena
seluruh kekuasaan berasal dari ting-
kat nasional. Oleh karena itu, da-
pat diduga bahwa pemilihan ben-
tuk dan sistem pemerintahan pre-
sidensial cleh para pendiri Negara
bukanlah didasarkan pada pema-
haman yang mendalam terhadap
bentuk dan sistem pemerintahan im
sendiri, tetapi oleh karena ketidak-
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-'-é’sukaan terhadap bentuk dan-é13tem B

miain beratnya

;;buat - sengaja atau. tidak sengaja
-~ mempunyai dampak yang amart
.:-._besar bagi seluruh rakyat Indone-
~-sia.” Oleh karena itw untuk masa
datang perlu dlcarl format peme-
~.rintahan yang _s_c:_lam lebih aman
- juga lebih sesuai dengan kemam-

- Beberapa contoh spektakuler dapar dise-
. butkan disini. Kebijakan ‘nasakom’ Pre-
__31den Soekamo telah membuahkan G38/

" 'PKI dengan segala akibatnya, yang be-
“lum seluruhnya selesai ditangani sampai
.saat ini, Kebijakan ‘pembangunan’ Pre-

siden Soeharto telah melahirkan “kong-
lomerat hitam’ yang telah meluluh-
lantakkan perekonomian Indonesia. Se-
- dangkan kebijakan ‘jajak pendapat’ Pre-
_siden B.J. Habibie telah menimbulkan

' pertumpahan darah yang dahsyat di Ti-
mor Leste, serta tersudutnya Indonesia
di berbagai fora internasional. Presiden
KH Abdurrahman Wahid menyatakan
bahwa bendera Bintang Kejora di Papua,
yang sejak bertahun-tahun menjadi lam-
bang perlawanan, sebagai lambang kul-
tural Papua, yang sudah barang tentu
disambut dengan gembira oleh fithak-fi-
hak yang ingin melepaskan diri dari Re-
publik Indonesia.

e Pcngalaman mennun}ukkan bahwa

: ':f_bcba.n tugas yang harus: chplkul oleh‘ :
- seorang pres;den Indonesm bukan' o
. “':."fﬁkesaiahamkea’: 2.P

: :.Z:-f:--._salahan keb:_Jakan ._:yang mcreka"

puan manumawz_ seorang anak ma—_ B

.":.:Q__dan sistem’ pemermtahan semz-" e

" nusia, Salah satu, plhhan yang blsa:"-.’
: ._'dlpertlmbangkan adalah bentuk =

-_.--..--{-premdens;al yang dlanut d1 Repu‘ i

ara Penyelenggara Negara seba—-:{'ﬁ:.-_’

: '.'.'fgal manajemen Perusa.haan

. -_Umum Para pendm Ncgara mem-

. berikan peran yang sangat penting

: .kepada semangat-para. penyelengw

gara negara, bahkan jauh lebih pen-

- ting dari undang—_undang dasar itu

scnci_iifiIQ. Sirn_gkiah kata kara ber-

‘Suaru implikasi dari sikap ini adalah

bahwa jika ‘semangar kekeluargaan’ ini —
yang harus kira tafsickan sebagai sema-
ngat kebersamaan dan tidak mementing-
kan diri sendiri — tdak lagi dimiliki olch
para penyelenggara Negara, maka sesung-
guhnya keseluruhan sistem kenegaraan
seria sistem pemermtahan berdasar Un-
dang-Undang Dasar 1945 yang asli te-
lah runtuh. Dengan kaea lain, dalam sua-
sana ketika para penyelenggara Negara
sudah diresapi oleh ‘semangart perseorang-
an’ diperlukan suatu undang-undang
dasar baru, setidak-tidaknya suatu aman-
demen berat terhadap Undang-Undang
Dasar 1945 yang asli. Memang itulah
yang kejadian, dengan rangkaian aman-
demen yang dilakukan secara berturut-
turut antara tahun 1999 sampat dengan
2002. Dengan kata lain, dalam suasans
yang sudah amat berubah, diperlukan
penyesuaian. Dalam hubungan ini kei-




- ":;_ 11;11&: ini, }rang mdah teramat ja— -

o rang kﬂa de:nga;r. dewasa inizoo o

. ng sangar _pmi'mg dalzzm peme—

rmm,bzm a.’;:z?z dﬂlzzm kzdupnyzz Ne-
g, z;zlab semangar, semangar p.zm_

: pmyelefzggzzm Negara, semangat para

e pemimpin pemermtﬁhan Meskzpun k

dibikin' Undang-Undang Dasar
yang menurut kata-katanya bersi-
" fat kekeluargaan, apabila semangas
S pényelenggam_:Negzzm,' para pemim-
“pin \pemerintal ity bersifat perseo-
rangan,  Undang-Undang Dasar
“tadi‘tentu vidak ada artinya dalam
“praktek. Sebalikuya meskipn Un-
dang-Undang Dasar itst tidak sem-
- purna, akan verapi jikalay sernangat
para penyelenggan pemerznm‘bm
baik, Undang-Undang Dasar itu
tentu tidak akan merintangi jalan-
' nya Negara. Jadi yang paling pen-
: zfing adalah semangat. Maka sema-
- ngat-itn hidup, atau dengan lain
perﬁaman dinamist!,

Penekanan pada semangat penye-
lenggara negara tersebut adalah
wajar jika diingat bahwa Undang-
Undang Dasar 1945 tersebur di-

nginan beberapa tokoh nasional untuk
kembali kepada Undang-undang Dasar
1945 yang ashi adalah suaru anomali yang
ahistoris.

.. JURNAL €SI Ve 1) ULf_fﬁGUsrus':-zi_K_?? “No.1g

."'rancang oleh pam pejuang kcmer—

"_-_:'e:ickaan, yang selain ‘dari ‘masih

kental semangat- Adcahsmenya juga
terkenai sebagai generasi yang ber- -

“moral*tinggi dan’ bebas dari sx.kap

:'_:"i"mememmgkan dm sendm

“Ibnu Chaldun dalam pengamatan-

“nya terhadap sejarah negara-nega-

ra, idealisme dan sikap yang tidak

'mem:entiﬂgkan diri sendiri dari

generasi- pertama pendiri negara
tersebur bisa meluntur pada gene-
rasi-generasi berikuinya, yang se-
cara pribadi bukan saja tidak me-
ngalami pahit gerirnya perjuang-
an kemerdekaan, tetapi juga tidak
lagi mempunyai keterkaitan roha-
niah terhadap rakyar Indonesia
yang seyogyanya meteka layani.
Dengan kara lain, secara pelahan-
lahan akan terjadi proses alienasi,
proses keterasingan, dari para pe-
mimpin dari mereka yang dipim-
pin, yang masing-masingnya seak-
an-akan mempunyai agenda poli-
tik sendiri-sendiri,

Secara umum memang terlihat ke-

H

Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar
1945, Umum, angka IV Undang-Undang
Dasar bersifat singkat dan soepel.
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nderungan bahwa P a_s_zpc}uang
5emerdekaan vang ideals eiah dl»."'

..-berahh fupa" menja__x eZzt yang =

~ hanya ‘berjuang’ demi kepenting:

- an diri sendiri serta. kelompoknya ol
'._-._:-Daiam pandangan genera51 kedua |
~dan keriga ini, rakyat Indonesia

bukanlah terdiri dari manusia yang
i mempunyal seluruh dimensi kema-
-nusiaannya, tetapi hanyaiah sekum-
pulan angka-angka staristik yang
: .'mereka perlukan — secara langsung
dalam pemilihan -;.um'lifn atau se-
cara tidak langsung dalam hitung-
an public _épiﬁ_z'on pol[z’ng-i_;--.-_ un-
- tuk dapat tetap dapat.menduduki
_posisi mereka yang secara ekono-
mis demikian menguntungkan.

Untuk memahami implikasi peru-
bahan orientasi dari.para penye-.
" '3lenggara negara ini, mungiun be-
sar manfaatnya jika kita menoleh
~kepada temuan para pemikir ten-
rang masalah kaum elite ini. Gae-
tano Mosca, Vilfredo Pa_r'cto, atau
Susan Keller, misalnya, sudah lama
menengarai bahwa kaum elit pada
taraf terakhir memang hanya ingat
akan kepentingannya sendiri. C.

':;-.-.anht Mllls serta para penuhs S
«Amerika: iamnya demikian sering G
".."'._-menengarai adanya t/ae mzlztmy'-.'- o
S zndusmal complex tentang kolusx:y:.:'-._' :
o .:___;;:.antara para polms;-.__:dx'

""_.‘E'_--idengan_ para irokrat mlhter d1 L

__ad:ian perangkat—pcrangkat rmhter
.E3Kalaupun para tokoh elit ini‘ mc—:'-
: rngcmbangkan suatu. m’eologz de- -
mikian: amatan para pakar 1111,' '
:-_.maksud tersembunyl di belakang-
aya ndak lain dari mempe.rtahan—
kan posmmya sendiri, kalau petlu
_;-;_;dengan menumbangkan kelompolk
« elit lain. Ucapan Lord Aston yang
amat sering dikutip adalah bahwa
kekuasaan it korup dan kekuasa-

an.mutlak korupnya juga mutlak.

-Sungguh sukar untuk membantah

bahwa memang demikianlah yang

“kita alami di Indonesia. Pertum-

buhan korupsi di kalangan penye-
lenggara negara berbanding lurus
dengan semakin besarnya dan se-
makin terpusarnya kekuasaan pe-
nyelenggara negara. Hal itu terja-
di baik di tingkat nasional mau-
pun'di tingkat daerah, yang didu-
kung oleh ideclogi Orde Lama
tentang ‘demokrasi terpimpin’ dan
ideclogi Orde Baru tentang ‘pem-
bangunan sebagai pengamalan Pan-

i Kongresj S

rit'agoxi_.: alam merancang peng- i




caszla }ra.ng d}{unjang oieh kekua—-'

saan ekstra-strukrural nc:gaxa yang

.:_;_ .'_-bcmsal dan Surat Penntah 11
- Marer 196612 Ge;aia tcrsebut

. ';-:masm berlangsung dcngan. mantap

: '_;'__i_-idaiam kurun Orc{e Reformasz ini,

. dimana. yang m‘.njadi ideologi

8 --:':__':.:adalah pragmamsme ber;angka

| _:.:pcndek

. -_Mungkm oleh sebab 1tulah maka
-cukup banyak pemikir politik, an-

- tara lain Montesquieu, yang mem-
- premosikan doktrin pemisahan ke-

“kuasaan pemerintahan menjadi tiga
“bidang, yaitu: 1) bidang legislarif
yang memusatkan pethatian pada
‘pembuatan peraturan perundang-
‘undangan serta pengesahan anggar-

an negara, 2) bidang eksekutif yang

‘melaksanalkan peraturan perun-

~dang-undangan tersebur, ‘dan 3)

bidapg yudikatif yang 'mengadili

12

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan
kemungkman pengaruh besar dari buda-
ya politik Jawa tentang tidak dapat diba-
ginya kekuasaan seperti yang diulas de-
ngan baik sekali- oleh Soemarsaid
Murtono. Dengan kata lain, setiap pe-
mimpin nasional yang menganut buda-
ya politik Jawa — apapun afaham poli-
tilk yang dianutnya — berpotensi untuk
memusatkan seluruh kekuasaan dalam
tangannya, dan menolak setiap upaya un-
tuls membatasi keluasaannya i,

:.'.__._5-sengketa amu perkara—ggerkara yang
. -.:.'tcrjadl d! dalam masyarakat ‘Wa« S

wlan udak sepenuhnya _menerima -

’ jU_R_NA_.L csxjcz“--Va_i.fii_y;mJLACUs_fus_sz_oQ? SNo18

“teori: separation of pawers tersebut -
e karena membenkan kekuasaan

":yang besar kepada P:esxdcn ~——
- namun terlihar jelas bahwa para .

: pendm Negara juga enerima

wawasan ‘pembedaan ‘antara keti-
ga fungsi pemerintahan tersebur,

Kelihatannya dalam empat kali a-

‘mandemen terhadap Undang-Un-

dang Dasar 1945 antara tahun
1999 sampai dengan tzhun 2002,
‘Orde’ Reformasi menganur dok-
trin pemisahan kekuasaan ini se-
cara lebih konsisten, dengan mem-
bedakan secara lebih lugas antara
kekuasaan legislatif, kekuasaan
eksekurif, dan kekuasaan yudika-
tif. Untuk menegaldkan kekuasa-

13

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
menjelaskan hal ini secara lugas — dalam
bahasa Inggeris — sebagai berikut: “con-
centration of power and responsibility upon
the President”. Untuk menghadapi ke-
mungkinan terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan, Drs Mohammad Hatta mem-
perjuangkan sungguh-sungguh agar hak
rakyat untuk mengeluarkan pendapat
dengan lisan arau dengan tulisan dijamin
dalam undang-undang dasar,




}I}RNAL c31c1 vo; ny}m_z AG

} yang dilakukaﬁ gelafna empat ta—' L
E f.-_f'-fnun ini berlangsung secara’ pars;al "'-.i-_'_--'prcaden Repubhk Tndonesia ; yang
" juga chplhh langsung oich Rakyat

& :j'Indonesm tidak memiliki-atribur

“dan tanpa suatu gmnd a’eszgn Se-
:?Ibagal akzbatnya, telah terjadl sua-
- tu proliferasi lembaga~1embaga pe-
f'-nyeienggara negara, ‘baik pacla ting-
kat pusat maupun pada tingkar
*“daerah, yang. seperti ‘dapat diduga,
"""rnasmg-masmgnya ‘berjuang” un-
ituk kepenungan dmnya sendiri

. Lembaga Legislatif. Ada masalah
*sistemik yang menyolok pada ta-
“tanan yang dikémban’gkan dalam
rangkaian amandemen terhadap
_Undang-Undang Dasar 1945. Ke-
kuasaan Presiden yang. demikian
“:besar — yang menjadi ‘ciri dari
" Undang-Undang Dasar 1945 pra
~amandemen — telah banyak di-
‘pangkas secara drastis, dan seba-
gai gantinya, kekuasaan yang ham-
pir mutlak dewasa ini justrii di-
emban sendiri oleh Dewan Perwa-

kilan Rakyat (DPR) RI, sehingga
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-'_-;3.ke?.1.1.t.usa:n Kongres Sedangkan.:-. ]

"demikxan, sehmgga Sesungguhnya
' --bcrhadapan dengan DPR RI po-
U slsl premden amatlah lemah. Se-
“*'pern dalam sistem’ pemerintahan
= parlememer, seorang presiden’ In-

donesia dewasa ini harus memba-
ngun aliansi’ dengan partai-partai
yang mempunyai kursi yang ba-

“nyak di DPR RI, khususnya jika

partai yang menjadi ‘kenderaan
politik’ presiden tersebut tergolong
partai kecil. Seorang presiden yang
mencoba menghambat keputusan
DPR RI ~ misalnya dengan tidak
mengambil tindakan apapun rer-
hadap rancangan undang-undang
yang sudah disahkan DPR RI —
dalam tempo 30 hari undang-un-
dang tersebut akan sah berlaku
sebagai undang-undang.




emi
_ uh ._Ralcyat Indoncsxa 'scpera ter-
_;'_':.__._;cantum dalam_Sila Kelima atau

- funuk sebcsar-bcsar kemakmuran

::".__rakyat seperti tercantum dalam
- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
 Dasar 1945, araukah untuk sebe-
sar-besar kemakmuran anggotanya
g sendird ? Dan yang lebih merisau-
- kan, siapakah yang mampu meng-
~awasi DPR RI yang mempunyai
kekuasaan demikian: besar ini?!
-Rakyar ? Bagaimana mungkin ?

5 _D_é_ﬁgan tidak _mengurangi _peng-
. hargaan terhadap para anggora

14 Kenyataan menunjukkan bahwa walau-

~pun sampai raraf tertentu Badan Kehor-
‘matan DPR RI sudah mulai berfungsi
untuk menegakkan kode etik anggota
DPR RI secara perscorangan, namun ba-
dan tersebut jelas tidak dapar diandal-
kan untuk mencegah penyalahgunaan ke-
kuasaan legislative oleh DPR RI secara
keseluruhan, misalnya uniuk secara ber-
kesinambungan menaikkan gaji dan run-
jangannya sendiri walaupun telah dipro-

tes berkali-kali oleh public.

o 'Unlul«: apal{ah kekuas_aan sebcsar. |
m" '_dxg‘t_nakan" eleh' 'DPR RP i ___;.tugasnya denga,n ju)ur derm kﬁpen—-f:_.;_"_': :__
ah'k : = :-;g_tmgan Rakyat, citra yang: berkem-
U ._;;bang di dalam masyarakat adalah
: = bahwa daiam haﬂjak hal DPR RI o
- negara _;_untuk meﬁgaﬁram pe-_-_ o
o S-menntahaﬂ terscbutlgfdxgunak&n . |

‘Keadilan Sosial ....bagL Selu-

gy ]URNAI. e::s;c: Voi IiI]}ULIAGUSTUS 2007 No. 18_'_:;'; o

' DPR RI ya_ng telah menunalican-f

"j____'ﬁ__d'_ijlnya__- mdm” Menenma suap ;I_f .
~dari _para. m'enterl y_ _ng hendak"f
' -".meloioska.n rancangan undangwun___:_i '

dang deparrcmmnya, melakukan :

 perjalanan fikiif ke daerah pemi-

. lihannya masing-masing, mengada-

“kan_rangkaian ‘studi banding’ ke

luar negeri bersama keluarganya,

.menaikkan gaji dan tunjangannya
sendiri sampai pada jumlah yang
‘hampir tidak masuk akal untuk

bangsa yang masih miskin seperti
Indonesia, adalah berita sehari-hari
yang dapat dibaca di media massa.

Dalam satu bidang yang dalam
jangka panjang akan memegang im-

15

Sungguh menarik untuk memperharikan
bahwa pada beberapa komisi DPR RI,
khususnya yang terkair dengan bidang
ekonomi, terdapat cukup banyak peng-
usaha akiif yang duduk menjadi anggota
melalui partai politik yang ikue dibiaya-
inya. Posisi di lembaga legislacif tersebur
dapat dijadikan bergeining chip dalam
bernegosiasi dengan deparcemen-depar-
temen yang terkaic dengan bisnisnya
masing-masing.
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__:_phkasra yang_-_ pentmg terhadap

o Juduiwjudul rancangan undang»un— 4

..f'_.'dang, yang bukan, saja_belum ada

- naskah. akademlknya, tetapl juga

.__:txdak Jeias keterkaltan substansi-

.Dlya satu sama’ lam Tldak jarang,

~untuk satu. bldang yang sama fer-

...-'dapat dua judul rancangan undang-

undang atau lebih'é. Kenyataan ini

berarti bahwa Staatsfundamen-

. #alnorm yang bersifat komprehesif

. seperti_tercantum dalam Pembu-

. kaan Undang-Undang Dasar 1945

, dilaksanakan secara asal-asalan saja

oleh DPR RI, walaupun telah di-

bekali — atau membekali diri —

dengan kekuasaan yang sungguh

' arnat besar D Q

16

Untuk bidang hak masyarakar hukum
adat ~ yang penulis emban di Komnas
HAM sampai bulan Agustus 2007 —
ada rtiga judul rancangan unang-undang
! Kenyataan ini tefah dikritik dengan pe-
das oleh Prof Dr Maria Farida Indrat
dalam pidato pengukuhan beliau seba-

‘gai guru besar ilmu perundang-undang-

an di Univesitas Indonesia.

o slat "_:_.-.-f_masxh dldasarkan pada sistem. pro--
---:_;fy_::__:____g._:'disusun_,__kih Badax_l_ ch_lslasy"-_:._:_-_-.5::_ rsional,
- DPRadalah sekedar kompiiaﬁ dari

. '__':_s';kexﬁajémukan rakyat

__apakah behau beiiau ada menya-
~dari. tanggung ]awab kenegaraan
.:_mereka terhadap rakyat Indonesia
.. yang sebaglan besar masth miskin
~ni,. ataukah mereka bemkap se-
- bagax _ no_rmal_ny_a sikap kaum elit,

yaitu untuk kepentingan. diri me-

reka sendid 2

. Lembag# Eksekudif dan Lembaga

Yudikatif. Keadaan pada kedua
lembaga ini kelihatannya juga ti-
daklah lebih baik. Sekali lagi, de-
ngan tetap memberikan penghor-
matan kepada para pegawai serta
para hakim yang bekerja dengan
jujur untuk menunaikan tugas dan
tanggungjawabnya, agak sukar bagi
penulis untuk membantah sinya-
lemen Prof. Dr.T Jacob dari Uni-
versitas Gadjah Mada bahwa bi-
rokrasi Indonesia telah merosot
menjadi Aleptokrasi, pemerintahan
para maling'’.

. ..3:_Sermg penulzs bertanya dalam han g
w f..-;.idengan agak sedikir, nakai apakah i
o :-szara anggota DPR RI serta par-
| '531 PDlltlk:" _'ang menvums mereka':i_-"_-

.".._:-_:.melalul pemlhhan umum: yang

emahami. f;-1mp11ka31 o :
Iﬁdon651aﬁ'_jﬁ':f§
. terhadap proses pembentukan per-

_aturan. perundang—undangan dan




':.:'::'Korupm

| kaya disi st

ndm dan atau ‘orang

= :‘la.m _itulah’ yang. mempakan ‘kul-

"j-i_f-jtur birokram ‘fj‘ ki 'a dewasa ini,

""--"'-'.dera_i maupun yang bersifar eks-
ternal: seperti Komisi' Pemberan-
' “tasan Korupsx, kelihatan ‘hampir
*“kewalahan untuk: melakukan tin-
'f'ﬁ'_dakan terhadap para koruptor ini,
* yang tidak jarang dibela oleh para
"pengétéa'ra -yang"?p_i;ivvaj.' Berdasar

" pengalaman ‘selama ini, dapat di-
“katakan secara kategoris, bahwa
pemberantasan korupsi melalui
jalur hukum minimal telah mene-
Ui jalan buntu, malksimal berja—
" lan di ‘tempat. 'Baik diakui atau
“tidak diakui, dalam masyarakat
“sudah berkembang pesimisme —
“bahkan sinisme — terhadap kese-
luruhan upaya pemberantasan ko-
‘rupsi seperti yang dilakukan sela-
‘ma ini. Diperlukan suatu pende-
katan baru yang lebih drastis —
suatu big bang — sebagai langkah
awal untuk menggerakkan momen-

17 Prof. Dr. T. Jacob, 2004, Traged; Negara
Kesaiuan Kleptokratis: Catatan di Senja-
kalz. Yeyasan Obor Indonesia. Jakarta.

e penyaiahgunaan kekua—
' saan imtuk kepenﬂngan memper-

- jt}fiNAchsiﬁ:;i -'"if;:ga.f :IH/}.ULI'—AGEjS'I"._U_'S. 2007 -No. 18 s

tum pembezantasan korupm ini,

Tanpa suaty ézg bz,z;zg tersebut,

maka para Penyelenggara Negara I_
-f-_-'akan tetap: melakukan korupsi, -
-~ baik dalam ukuran’ mikr_o maupun

engawasan ter-
14 __"'baik""'"ang bersi-

Lag: OKI: i :"dengan pola bmmess
: atmternal sepertl mspektoral}cn-”” R S

'-'yang bcrwu}ud grand ﬁf’-carmptzon

as usmzl’s

."..'Dalam hublmgan ini penuiis sung— B

‘guh sangat setuju dengan pandang-

“an Jeremy Pope, bahwa. ‘pemberan-

tasan “korupsi- harus dilakukan

“dalam berbagai front, secara holis-

‘tik, sebagai bagian menyeluruh dari
“sistern._integritas nasional. Jika di-

: biarkan berlarut-laruc seperti seka-

rang, korupm bukan saja akan
merugikan Rakyar Indonesia yang
berhak atas pelayanan publik yang
lebih baik, tetapi secara pelahan-
lahan juga akan menghancurkan
Republik Indonesia ini dari da-
lam". Penulis percaya, bahwa Pre-

18

Tentang istilah ‘grand corruption’ ini li-
hat George Moody-Stuart, 1997, Grand
Corruprion: How Business Bribes Damage
Developing Countries. WoldView Publish-
ing, Oxford.

Lihat Buku Panduan Transparency Inter-
national 2002 karangan Jeremy Pope,
Kata Pengantar oleh Erry Ryana Har-
djapamekas, 2003, Swrazegi Memberan-
tas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Na-
sional. Terbitan bersama antara Transpar-
ency Internasional Indonesia dengan Ya-
vasan Obor Indonesia. Jakarra,
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. ::i_:~_':-.r51den Soesﬂo Bamba,ng Yudhoyono"; '.

- - aka mcmbenk;m' umbangan yang

Ciam ndasar dan aba _ 1-.-ke_pada Bang—_’
: an Negara Kesatuan Republik':'

d1r1'upaya pembcrantasan ko—"-._'; .
rup51 - belxau mengembangkan
dasar—dasar sistem integritas nasio-

_ nal _ ang bermfat hohstxk terscbut,
.yang: dapat rnen)adi sarana- dan
wahana yang ampuh dalam perju-

. angan panj ang. mémbéfantas extra

. Tokoh Presiden. -Dalam kegiatan
penyelenggaraan negara dalam sis-
_tem pemerintahan presidensial ini
~.tidak ayal lagi peranan. penting
memang akan dipcgang. oleh to-
koh nasional yang menjabat seba-
gai presiden Republik Indonesia.?

20 'ﬁar_i enam oréﬁg p.rc'sidcn .Repu._b..lik In-

“donesia sejak tzhun 1945, tiga orang di-

._-'.__.:j.Dengan hanya ena.m. érang PIIIESI_'.'_:-_::._._: f_
.;j_dcn'selama 62 tahun merdeka,’"_'_._f."f'
f-dengan masa’ Jabatan yang: bewa;“--_'_-'

-'-_Z-:ﬁ_"'I’13_81 antara 32 tahun dan satu.
- -__._;;_.setengah tahun, kita. belum dapat_.'i- .

o engambxl keﬂmpulan tentang'_-.;-il-_-

' -':-Q'Tkual.zﬁkam apa yang sesungguhnya'- Ben
-:_i-diperlukan seseomng untuk men-.
".__-;-'Jad1 presiden yang. benar bcnar' i
©mampu mengantarkan Rakyat In—

- donesia. ke arah ‘masyarakat. adil
makmur yang diidam-idamkan
-mercka: Tidak jarang ‘terdapat
~-kesan, bahwa para ca?lo_n.?fesiden
“dipilih rakyat berdasar kekagum- -
. an: pada kharisma pribadi belaka,
-dan bukan pada kemampuan atau
kepemimpinannya. * Dalam hu-

bungan ini perlu ingat peringatan
Max"Weber, bahwa walaupun kha-
risma amat penting, namun sifar-
nya amat ringkih, khususnya jika
kharisma tersebut tidak mampu

-mewujudkan kinerja obyekiif yang

menguntungkan Rakyat.

pilih oleh lembaga perwakilan (Ir Sockar- 21
no, Jenderal TNT Soeharto, dan KH
Abdurrahman Wahid), dua orang wakil
presiden naik secara oromatis menjadi
presiden karena presidennya ‘lengser’
(Prof Dr In. B.J. Habibie dan Megawati
Sockarnoputri, dan baru satu orang yang
‘benar-benar dipilih secara langsung oleh

‘Rakyat (Jenderal TNO Soesilo Bambang
Yudhoyono). '

Di Amerika Serikat, yang sudah merde-
ka sejak tahun 1776, telah terbentuk dan
berfungsi sebuah Cenzer for the Study of
the Presidency, yang mulanya berkantor di
New York kemudian pindah ke Washing-
ton, D.C. Penulis merasa bahwa demi
lebih meningkatnya kualitas pada calon
presiden ini perlu diadakan lembaga ka-
fian sejenis, jika perlu bekerjasama dengan

lembaga tersebut di atas.




. _-_-3.{:'ngan revolu31 dan sama sekah
e ..?_'-?émengabalkan pennngnya ekonoml,
' ":_'.§seh1ngga beliau dijatuhkan secara
i mengcnaskan di tengah—tengah kri-
< sis ekonomi yang parah. Sebalik-

; ;nya,__.Plrcglden_ Soeharto yang  mu-
 lanya naik ke tampuk pimpinan

- tertinggi negara dengan ragu-ragu,
-~ ternyata kemudian ternyata mam-
* pu-memperbaiki kehidupan eko-
~ nomi-Rakyat schingga mempero-
leh kharismanya sendiri, untuk
‘kemudian ‘juga kehilangan jabat-
“an dalam krisis ekonomi yang ti-
- dak kalah parahnya dan karena
" merebaknya korupsi, kolusi, dan
nepotisme di kalangan inner circle
behau

2 Wa,laupun tidak atau belum dibekali de-
ngan hasil riset yang sudah teruji, namun
sungguh akan sangat menarik untuk
mengkaji latar belakang pribadi serta
motif bebcrapa tokoh nasional yang se-
karang ini ingin, atau ingin lagi, menja-
di calon presiden, dengan membentuk
partai-partai politik berbasis massa, yang
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'::.Demlklanlah tlciak ada ya_ng akan' '.-:.--_.f.'Secara pr1bad1 penuh':.:...

: mempero— L

o . :::.':_:'.ieh kcsan__bahwa tugas yang diem- - -
* __:---;_ESOekamo akan tetap dikenang se- i

o ".._.--.?3bagai seer.a.ng premden yang mem-.

;-'ban oleh setiap preszden Indone-
sia sungguh di- luaz }angkauan'_-
R kekuaraan manuma, karena selain =
._::r_._menjadi kepala negara. dengan tu-::_.;_f -
_ Qfgas berat memchhaxa persaman dan' o |

- _."-'fbermasyarakat ma}emuk ini, be-':;
o liau sekahgus harus menjadi ke-
'-pala pemenntahan, memberikan

petunjuk dan keputusan bagi de-
mikian banyak masalah-ﬁdaiam ne-

geri dan luar negeri. Bahkan pre-

siden negara adidaya seperti Ame-
rika Serikat tidak mempunyai be-

‘ban tugas seberat itu. Dalam hu-
“bungan ini izinkanlah penulis me-

minta perhatian pembaca terhadap

pandangan Prof Herbert Feith dari

Australia, yang menenéz{raj bahwa
Indonesia memerlukan @uz jenis
pemimpin, yang beliau sebut se-
bagai the solidarity maker sepert
Ir Sockarno, dan the administra-
tor seperti Dr Mohammad Hatra,

dengan sendirinya akan memerlukan
dukungan dana yang amart besar, yang
sumber-sumbernya agak jarang diu-
mumbkan secara terbuka. Akhir-akhir ini
terungkap bahwa beberapa calon presi-
den ini menerima sumbangan dari dana
ekstra bujerer departemen-departemen
pemerintahan sendiri.
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B -'.-:'gian depan _'51stem__peme£mtahan'
Z;yang paimg mendekatz an}uran

: :.':;:-;tahan semi. presudensml sepem yang '

- bagai ! pemegang saham dan rapat_
.:_-:umum pemegang saham

Dalarn suaru; ﬂatzon-»smte yang

: ';_:;pembentukannya dldasarkan pada

23 _]ika sistemn semi presidensial lm dianut,

:dalam pemilihan presiden yang maju se-
‘bagai calon’ hanya satu orang tanpa di-
dampingi oleh seorang calon wakil presi-
.den seperti yang kita kenal selama_ini.
Setelah terpilih, presxdcn dapar meng-
“angkat seorang perdana menteri profesm—
nal yang bertanggung jawab kepada ‘par-
lemen. Menurut pandangan penulis, sis-
tem pemerintahan semi presiden ini se-
_cara mendasar akan dapat menghindar-
_'ka.n ter;ad; gejala fr1k51 ststemik yang ham-
..pjr selalu terjadi anrara seorang presiden
-dengan wakilnya, _k_alje_na_ memang tidak
ada wakil presiden. Gagasan penulis me-
ngenai sistem pemerintahan semi presi-
densial ini telah penulis k_émuka_kan da-
lam makalah 7 Lemnbaga '_Kepr'e_si_denan
Indonesia: dari Uropia ke Realisme”,
yang pemnulis sarﬁpaika_n pada acara
Seminar UUD 1945 tanggal 21 Marer
2000 di Banjarmasin yang diselenggara-
kan oleh Sekretariat Jenderal MPR dan
Pengurus Pusat Asosiast Hmu Polisik In-
donesia. ' ' '

R :'-_-_Seperm sudah penuhs _ulas di bav s

eith. ini: adalah smtem pemenn—

_meresap. :
seluruh Rakyat,_ataukah karena

suatu__ v151 nasmnahsme ‘masa’ de-
o pan sepern Pancaszla, t:1ga perta—j'f
:;'-;"-nyaan pa_hng pentmg yang harus'_;"_':'."

- kira }awab adalah: |

'-*-'J-mangatf'?naaonahsmc 1tu sudah':r

& __-:_;suatu dan la_m hal mereka: maslh:f_"_;:-'_-'

| 3Rakyat 'daﬁ Pemlhha_nUmumse-— & hldup daiam konteks komumtas”'-

pra. nasmnal;sme’ 2): apakah se-
sudah sckian tahun berada dalam

‘pangkuan negara bangsa itu me-

~reka masih tetap yakin bahwada-

“lamnegara bangsa-itulah masa

depan mereka: yang lebih baik akan

terjamin; dan 3) bagaimanakah

~mengefektitkan asas kedaulatan
rakyat dalam proses pemilihan

umum berkala, khususnya tentang
akuntabilitas partai politik dan
DPR: RI: terhadap. rakyat yang
memilih: dan dlwaklimya

Tidaklah mudah untuk menjawab
tiga pertanyaan dasar tersebut, oleh
karena rasanya: belum pernah ada
penelitian lengkap — atau sekedar
public opinion polling — mengenai
hal yang amart peka ini, apalagi
karena akhir-akhir ini di beberapa
daerah — baik daerah yang kaya
akan sumber daya alam seperti
Aceh, Riau, dan Papua, atau dae-
rah yang relatif miskin sumber daya

: 5'fapalah se-

e'ireiung hati’ sanubar;_é}l.;f N




s alamnya seperta di: Maluku ~ ma-

~usih terdapat ariss kuat untuk me-

- misahkan diri dari Negara. Kesatu-

’-:._an Repubhk Indonesxa Namun

= crdapatnya kekhawatzran berlanj ut

eidi kalangan aparamr kcamanan ter-
- hadap bahaya separatisme menun-

s fjukkan ‘bahwa ancaman tersebut

'3_35-_'§memang ada. Berikut ini- adalah

--sekedar pandangan penuhs i

. Terhadap ppertanyaan pertama, perlu
“kiraingar bahwa sebagai suatu kon-

~sep modern yang relacif abstrak,

nasionalisme lebih mudah difahami

loleh kalangan terpelajar dibanding-

~ kan'dengan kalangan yang kurang
- terpelajar.®® Faham nasionalisme di

-Indonesia memang tumbuh dan

berkembang secara fop-down, mu-

lai dari kalangan atas terpelajar, dan

kemudian merembes ke bawah me-

lalui proses pendidikan politik,

24

Mungkin dalam hubungan inilah Be-
nedict R.O.G Anderson menengarai bah-
wa bangsa itu adalah suatu imagined com-
munity dan bahwa perkembangan faham
nasionalisme banyak dipengaruhi oleh
perkembangan bahasa tulis dan percetak-
an. Oleh karena itu tidaklah mengheran-
kan bahwa banyak tokoh-tokoh perintis
kemerdekaan Indonesia sangat mahir da-
lam menulis artikel di koran-koran, khu-
susnya Ir Soekarno dan drs Mohammad
Hatta, yang kemudian menjadi presiden
dan wakil presiden Republik Indonesia.
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kepada masmg-masmg pengikﬂt
: kala.ncvan atas tersebut

Terdapat kesan kuat, bahwa karena

- berbagai ‘sebab, termasuk karena

* demikian Jambatnya perkembang-

‘an pcnchdzkan di daerah-daerah dan_
‘’karena masih kuatnya pengaruh se-
“jarzh dan latar belakang sosial seti-

ap suku bangsa, sebagian besar Rakyar

Indonesia yang bermasyarakar ma-
jemuk ini — terutama di desa-desa

yang jauh — masih hidup dalam

alam pra nasionalisme. Tidak jarang
kejadian, para tokoh pemimpin
yang kurang berhasil di tingkat na-
sional atau ingin melakukan tekan-
an kepada pemerintah pusar, me-
manfaatkan wawasan dan jaringan
pra nasional itu untuk kepentingan
diri mereka sendiri.?

25

Hal itu misalnya terjadi pada kasus pem-
berontakan Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia, 1958 — 1961, se-
waktu tokoh-tokoh Masyumi dan PSI
yang berasal dari suku Minangkabau
pulang kampung dari Jakarta ke Suma-
tera Barar dan bersama dengan para pang-
lima yang tidak puas mencetuskan pem-
bentukan tersebut. Taktik ini juga per-
nah digunakan oleh Presiden KH Abdur-
rahman Wahid, yang mengancam bah-
wa Madura — salah satu daerah yang
merupakan basis pendukung beliau -
akan memisahkan diri kalau beliau di-
‘lengser’ dari jabatan.




' ...ﬁ:inyai taraf pendldlkan yaﬁg tmggl

S }uga secara. sos1al ekonoml chlh e

sa;:dan bemcgara, dan ma_km me-
_..:_mpis di; kalangan yang merasa

:naﬁbnya tidak banyak berubah dl

dalam negara mereka sendiri..

. Terhadap pertanyaan kedua, juga
rerdapat kesan kuat bahwa walau-
pun. pada mulanya eksistensi. Ne-
gara Kesatuan Republik Indone-
sia memperoleh tingkat legimitasi
yang tinggi, _:'lf_:gi_tin_l_asi tersebut
 tidak dapat bertahan lama. Banyak
faktor yang menyebabkan dele-
”gitimasi tersebut, seperti .kurang
_mengertinya Pemerintah Pusét_ ter-
‘hadap aspirasi dan kepentingan
Rakyat yang bermasyarakat maje-
r_iiuk tersebut, kebijakan pemerin-
tahan yang terkesan Jawa sentris
atau Jakarta sentris, dibentuknya
berbagai undang-undang yang se-
cara mendasar telah merugikan rak-
yat di tingkat desa, terjadinya
rangkaian pelanggaran hak asasi
manusia ranpa hukuman yang se-

- __:_._;;._Semangat kebang.saap'_ kehhatéxinja_
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& ;fat_a

;pada saat kehidupan rakyaf: bukan
S ;'_:sa}a tidak membaik malah bertam-— T
.' 31.::"bah susah.’ Agak sukar Kkita me-
ar _ : 1 :';.nyalahkan meluasuya kekesalan:'.-g’.*.:_ .

'a_kan nkaatnya hadup berbang— # ._yang timbul dl kaiangan rakyat jika

para pemnnpmnya ndak lagi bisa -

.--:.__'.Qtlmpai terhadap para pcianggar,

'i'.i-_:.kolusﬂi dan - ‘nepotisme, yang tera- o
3'.'__f-mat menyolok di kaiangan atas

-dipercaya seperti itu.

 Demi kelanggengan hidUP Negara

Kesatuan Republik Indonesia, ra-

sanya sudah perlu dikembangkan

suaty paradigma dasar tentang hu-

‘bungan .anrara suku-sukn bangsa

Indonesia — yang dalam tahun 2000
tercatat 'dalam._ sensus yang dise-
lenggarakan oleh Badan Pusat Sta-
tistik (BPS) sebanyak 1.072 buah
—, dengan bangsa dan negara yang
menjadi suprastrukrurnya.”®

Sekedar suatu saran unmuk tersu-
sunnya paradigma tersebut di atas,
secara bertahap penulis telah me-
nyusun suatu visualisasi tentang
hubungan bertingkar antara ma-
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Mengenai hal ini lihat Leo Suryadinata,
Evi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta,
2003, Indonesias Population: Ethnicity and
Religinon in a Changing Political Land-
seape. ISEAS. Singapore.
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 syarakat hukum adac dan suku

- bangsa: (etmk) sebagaz mfrastruk— k

'_.’:'tur bangsa dan ﬁ.egara, dengan
bzmgsa (mztzm) serta. negara—bangsa
(narzon-state) sebagai suprastruk-

T tumya Pen}ela nnya adalah seba—_

e Masyamkat /mkum adaz“ ( yang da~
““lam bahasa : asing: disebur dengan
“berbagai istilah seperti zdat rechis-
gemeemckap adatrechts gemeenschap
*ata, indigenous peoples, atau sribal
“peoples) 's'ebag'éii' komunitas antro-
“pologis yang sudah ada ratusan ta-
'hun, mungkm ribuan tahun, di
" kepuiauan Indonesia ini, berada
* pada tataran yang paling dasar da-
fam kehidupan berbangsa dan ber-
negara. Komunitas antropologis
yang didasarkan pada pertalian da-

" 7ab int bersifatr otonom, mempu-
nyai sistem hukum serta sistem pe-
merintahannya sendiri, dan juga
mempunyai wilayah sendiri. Oleh
‘karena itu tidaklah salah jika ma-
syarakat hukum adat ini juga di-
namakan sebagai ‘republik desa’
(dorps republiek) oleh para tokoh
pelopor ilmu hukum adat berke-
bangsaan Belanda seperti C. Van
Vollenhoven atau B ter Haar Bzn.

Berada pada tataran kedua, di atas

ﬂ:;}rmasyarakat hukum adat tersebut
- di atas, adalah szxkza-sz/f?zf 5&1/’23’5&!.
. (ctnlk) yang juga merupakan ko-
- ':::."mumtas antropologik berdasar hu-
*bungan darah, tetapi lebih’ bersgﬁzz o
. kultural. Bzasanya bebcrapa masya- .-
Iakat hukum adat merupakan ba-__"._: R

| '__3__gian dan suatu ‘etnik yang lebih

“besar, atau juga blsa dlkatakan -
bahwa suatu ernik mencakup le-
‘bih dari suatu masyarakat hukum

adat. Tlmuwan Belanda j juga mem-
pela;arx etnik ini bersama dengan
mempelajari masyaralat hukum

adat, dan mengembangkan ethno-

logie untuk mempelajari bangsa
Indonesia yang majermik_ ini,

‘Pada tataran ketiga, di atas emik,

adalah bangsa (nation), scbagai sua-
w komunitas politit — jadi bukan lagi
mérupakan komunitas antroplogi
sebagai masyarakat hukum adat dan
etnik — yang dibentuk secara sadar,
melalui berbagai kesepakatan di an-
tara komponen-komponen bangsa.
Di Indonesia momen-momen ter-
sebut kemudian dinamakan sebagai
Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei
1908 atau Hari Sumpah Pemuda 28
Oktober 1928. Harus diakui, bah-
wa berbeda dengan studi masyara-
kat hukum adat dan studi menge-
nai etnik, amar sedikir kajian men-
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-:dasar yang telah dliakukan terhadap -

- masalah bangsa dan kebangsaan ini,

o '-_3ba,1k oieh pakar Belanda. _maupun

--_=:ole:h para. permmpm Repubhk sen-
e dm Karena berbagai sebab terdapat

o 2-:::'seiesa1 dengan adanya Hari Kebang— i |

- kitan Nasional arau Hari Sumpah
- Pemuda. Sikap seperti itu jelas amar
:kehru, seperti-diingatkan oleh Ir
- Soekarno —-dengan mengutip - Er-

- nest Renan — bahwa sesungguhnya
~ bangsa itu adalah hasrat untuk:hi-
- dup bersama (le desir d'etre ensemble)

'yang harus dipupuk melalui plebisit

(atau referendum) setiap hari.

Akhirnya pada tataran keempar,

-:-:_':_:'merupakan subyek utama: hukum

- kesan bahwa cksistensi bangsa di- - |
. anggap sebagai sesuatu yang sudah. -g:-"fnasmnalnya Rujukan dasar dari

..ﬂ.f._ékszstensx. ‘negara: sebagal subyek -

palmg tinggi, adalah; negara, yanrr_. |
-_':-::.-?:'mtemaszonai yang selain harus
- mampu: melaksanakan ﬁmgsmya ke

= dalam’ negeri Juga harus mampu - -
:mcnunalkan t&ngguno jawab inter-

utama hukum internasional 1r11_'

__-__adalah Konveﬁm Montewdec ta-

“hun 1933, Jika keseluruhan hu-

/ bungan empat unsur tersebut kita

N wsuahsas;kan klta akan memper-

.:_p_le_h __ga‘_n__lbgran ..s_epertl .benku;

. .Sekedar catatan dapar penulis sam-

paikan bahwa penulis mendapat
kesan kuat, bahwa lumayan banyak
pejabat negara yang tidak atau be-

HUBUNGAN STRUKTURAL ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT
ETNIK, BANGSA, DAN NEGARA '

NEGARA
e e Y e e i Sl
BANGSA
__________________ R L
ETNIK ETNIK
I 1

MHA MHA

MHA MHA




2

e :__:ium memaharm denga_n bazk hu—_
o ;fbungan stritkrural antara; masyara—- -

B ~kar. hukum adat, emik, bangsa, dan

':-_:-j;:"negara 1}.’11, dan kendakfahaman '
tersebut mempunyai implikasi yang -
besar terhadap kehidupan berbang- |
' -j:-sebaglan masyarakat hukum adat

dan bernegara”. Bila tidak de-

T _ __mxklan hajnya, udak akan pernah.
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Untuk mengm kekosongan literatur me-

‘ngenai masalah ini, sejak tzhun 2004

penulis memprakarsaki_serangkaian fo-

_cused groups dzscusszom, lokakarya, dan

“seminar ‘mengenai masyarakar hukum

adat, suku bangsa, bangsa, dan Negara,
Pada tanggal 9 Agustus 2006 sebagai

_komisioner hak masyarakar hukum adat,

bersama dengan dan didukung oleh ber-

-~ “bagai tokoh dan instansi, penulis mem-
- prakarsai peringatan perrama Hari Tnrer-
. nasional Masyarakar Hukum Adat se-

Dunia di TMII Jakarta, yang dihadiri
langsung oleh Presiden RI Soesilo Bam-

‘bang Yudhoyono, yang ditindaklanjuti
dengan pembentukan Sekretariat Nasio-

nal Perlindungan Hak Konstitusional
Masyarakar Hukum Adar di Pekanbaru.
Makalah-makalah dan sambutan-sam-
butan yang disajikan dalam pertemuan-
pertemuan ini telah diterbitkan oleh
Komnas HAM, derngan judul: Kertas
Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat
(2005), Inventarisasi dan Perlindungan
Hak Masyarakat Hukum Adar (2005),
Hubungan Struktural antara Masyarakat
Hukum Adat, Suku Bangsa, Bangsa, dan
Negara (2005), Mewujudkan Hak Kons-
titusional Masyarakat Hukum Adat, o-
disi 1 (2006), dan Mewujudkan Hak
Konstituional Masyarakat Hukum
Adag,edist 2 (2007).

=.'_.'_:k1ausula undang~undang tentang__-_

- };J_RNAL csict - Vo!.-iIIIIJUI,_I—AGUS’I_US;Z&D? - Nc-.'-'rz's_'_ o

o bcrbagaj_ sya.rat untuk adanya peng- |
= akuan terhadap masya.rakat hukum -

.;adat ya.ifu 1) sepan}ang mamh_ '

sudah tidak ada lagx, 2) “sesuali d.e— o

i ngan perkembangan ‘zaman dan

- peradaban’, yang berarti bahwa jika

tidak sesuai dengan perkembang-
an zaman dan peradaban, masya-

< rakat ‘hukum adar rersebut tidak

akan diakui dan hak-hak konsti-

‘tusionalnya tidak akan-diakui; 3)

“sesuai dengan prinsip NKRJ”,
yang berarti ada kemungkinan bah-
wa eksistensi suatu masyarakat
hukum adat dapar tidak sesuai
dengan prinsip NKRI; dan 4) “di-
atur dalam undang-undang”, yang
berarti jika DPR RI tidak mem-
bentuk atau menyerujui rancang-
an undang-undang tentang masya-
rakat hukum adat, maka masya-
rakat hukum adat tersebur tidak
akan diakui.?®
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Secara pribadi penulis menduga, bahwa
motif dari empar klausula tentang peng-
akuan hak masyarakat hukum adat terse-
but terkait dengan kepentingan Negara
terhadap wilayah masyarakar hukum adac
serta sumber daya alam yang ada di da-
lam atau di arasnya.




| "_':':";f f{etmk*yang Iauf_fr
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i é::-.'-Dalam hubungan ini perlu menda—.

owad 1.masa lampau d1 bebcrapa da—_
' -f:":_-'erah'telah terjadi konfhk antara ma-
s arakat hukum adat yang satu de— -

. _-f-'mengendap dalam collm‘we mema;gy
- masmg—masm g warganya

. T_erhadap perta.nya;an ketiga, ak_un—
_ .'ﬁtéb_ilitas-.da_ri: partai politik dan
- DPR RI terhadap para pemilih-
nya, rasanya belum banyak diba-
- has atau mendapat perhatian. :

‘Dari pengamaran selama ini juga
terdapat kesan kuat bahwa kedau-
latan rakyat dalam artian yang se-
.sungguhnya hanya berlangsung se-
Jama dua atau tiga detik saja seti-
ap lima tahun, yaitu sewaken rak-
-yat sebagai pemilih mencoblos
~surat suara memilih partai atau
tokoh yang dipercayainya untuk
meningkatkan taraf hidupnya da-
Jam kurun lima tahun berikutnya.
Antara dua pemilihan umum, na-
sib rakyar terserah sepenuhnya
‘kepada kemauan dan kemurahan
pimpinan partai politik serta para
anggota DPR RI, karena sama

_i-_i---_-sekah Udak ada mekamsme — baik_:_.___' i
':::_.f'._:pa'" perhatian secara khnsus, bah—_' : '--';'_.-Inekamsme hukum atauptm me-
.+ kanisme polmk — yang. memung— Eas
..-kmkan rakyat untuk -meminta o

3:__!'5-j:pertanggung—J awaban mereka

1 : . | _}Dalam hubungan zmiah harus kita.
ang' mclalui ﬁ;lk-" g
- loreyang dzpehhara baik- balk telah

++ fahami sna anornah Tain dalam

kehidupan Polmk d1 Indonema de-__. B

o 'ras__a_ d_a,_n : kekc_ra_san __ yang berlang-
-sung ‘dalam . masyarakar “tidaklah
semakin berkiimng dengan sema-
kin bebasnya pers, semakin:me-
karnya daerah-daerah otonom, se-
.~makin - banyaknya partai politik,

dan semakin Juber’-nya pemilih-
an umum. Hal itu merupakan sua-
tu-bukti bahwa lembaga-lembaga
demokrasi-tersebur belum mam-
pu mengantisipasi, mengartikulasi,
serta mencarikan solusi terhadap
demikian banyak masalah riil yang
sedang menghimpit rakyat Indo-
nesia di tengah rangkaian krisis
yang masth berlangsung selama
sepuluh tahun ini.

Mau tidak mau telah timbul ke-
raguan terhadap keandalan partai
politik sebagai representasi rakyat,
atau representasi pemilihnya, se-
pert terlthat dari keinginan un-
tuk adanya ‘calon independen’ da-




e

; iam pmmhhaﬁ umum, yaitu calon—::
_.caion yang udak mempunyax ke- o

L erkaitan forrnal dcngan sesuatu

. pméx Memperhaukan demikian
- banyaknya knuk terhadap kmerja e

- partai pohtzk ini, secara przbadl_
. penulis mendukung gagasan terse- -
i .33-'.5*:.'.:but, dan berharap pada suatu. ke-'i

.-:f_.:-:' tika ada kclembagaan pohtik al-

iternatify “yang tidak berbentuk ‘partai
©=— yang:cepat atau lambat . jelas

*akan memperjuangkan kepentingan
~golongannya sendiri ~— ‘tetapi se-
- kedar merupakan jejaring para pe-

- milih yang terorganisasi secara rapi,

- dengan missi mengadakan evalua-

si terhadap kinerja partai-pareai po-

litik yang jkut dalam pemilihan

- umum, dan memberikan rekomen-

dasi yang cerdas kepada para pe-

- milih, berdasar analisis yang ob-

~yekuf terhadap kapabilitas, kredi-

bilitas, serta integritas pribadi ca-

lon-calon yang ‘diusung’ oleh par-

* tai-partai tersebut. Jadi semacam
alliance of independent voters.

=N

. Wilayah Negara dan Sumber

Daya Alam sebagai ‘struktur
modal perusahaan’.

Setidak-tidaknya setelah tahun
1969 — yaitu setelah terintegrasi-
nya wiayah Irian Barat [baca: Pa-

| j_lfRNAL"CSiCi .-'-va.':mqmmumsm : No' ?-13_-_;.-}1: o

pua] &engan chubhk Indonesza G
'm«:lalu.l Pern}’ataan pendapat Rak e
-:._f'_yat (Pcpc:ra} e negam ini mem- -
- punyai wilayah yang mempun yai
sumber daya alam ; yang termasuk -
-.',terkaya di dunia. Seandamya se-';f-'.'_ o
._-_':'--__luruhnya itu dikelola dengan baik, ©
< dapar alperklrakan bahwa kehi-':.'_' .
-'-3.-dupar1 sasmi ckonmm bangsa In-

* donesia termasuk masyarakat Pa-

pua — akan ‘jauh lebih baik dari

keadaannya sekarang ini.

g Kenyataan menunjukkan tidak-
lah demikian. Kemakmuran pada
umumnya hanya terdapat pada se-

bagian kecil bangsa Indonesia, yang
berdiam di kota-kota, yang tidak

seluruhnya memperolehnya secara

‘halal. Pada tahun 1997, sekitar Rp

650 wriliun dana Bantuan Likui-
ditas Bank Indonesia (BLBI) te-
lah ‘ditilep’ oleh beberapa konglo-
merat hitam yang menjadi kroni
penguasa saat itu, yang kemudian
melarikan diri dan belum dapat
ditangkap sampai saat ini. Bebe-
rapa di antara warga masyarakat
kota tersebut bahkan telah menik-
mati taraf hidup yang sama de-
ngan atau bahkan lebih maju dari
raraf hidup warga negara dari ne-
gara-negara industri maju.




...':_:f.__Sebahknya, sebaglan 'besar rakyat .

o :_.'Z.Iff'Indonesm khususn a;_-yang berdi-' "

T kebodohan,'.d;l:lwsebaés.u aklbat— |

- nya,. Repubhk Indoncsm yang di-
-bangun dengan c1ta-c1ta yang. de~
_ ftauh d1 bclaka.ng bangsa—bangsa lam
©.yang Walaupun miskin dengan wi-
layah dan sumber. daya alam teta-
pi dikelola d_engan cara yang lebih
- baik, -_B_cbcfapa ‘masalah besar da-
-lam komponen wilayah serta sum-
ber daya alam ini dapat kira. kri-

. tisi, sebagai: berikut.

Mengenai wilayah negara, jangan
pernah kita lupakan bahwa Ma-
laysia pada saat ini telah memiliki
pulau Ligitan dan Sipadan, ber-
.das_ar prinsip. :ﬁs’c_tive occupation
'yang diakui oleh. hukum interna-
-sional. Para pengusaha wisata Ma-
laysia telah demikian lama me-
ngeksploitir keindahan alam di dua
pulau tersebut tanpa perhatian yang
memadai oleh Pemerintah RI. Se-
lain itu diperoleh informasi dari
- smber-sumber yang layak dipercaya
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--':-%nesm

Tenggaxa_ ,T_i._x;_l_u_r_ ._B_ebqf_apa: . p._u_lau'
- di Kepulauan - Riau telah rengge-

-:;:_bahwa pengusaha Malaysm di per—. .

;.-'ba:asan Kahmantan secara. berke--:'}"'

) an)utan' elah menggeser patok— . .

; yah' .RI Sehiﬂgga secar.a periahan.. .
o ;;.'._Z'ftelah mengadakan Silent invasion
' :.__fi__terhadap Wdayah Repubhk Indo-"

?.-;_Kasus yang hamplr sama'.j";"_"_.'"'."

~lam, karena pasir di sekirarnya

te_iah'&_ijpal 'k_ep;_ggl_a_ para pengusa-

+ha Singapura, yang membutuhkan-

. .nya_.un;uk proyek reklamasi pan-
- tainya.*Ribuan pulau dari 17.558

pulau yang :ada bahkan sama se-

kali belum mempunyai nama.’

Lillae
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Secara pribadi penulis berpendapat bah-
wa oleh karena tugas Tentara Nasional
Indonesia adalah mempertahankan wila-
yah negara terhadap invasi dari luar, pada
suatu saat pangkalan-pangkalan milicer
— yang ‘sebagian besar diwarisi dari za-
man Hindia Belandz — yang pada saat
ini berada di kota-korta perlu diredislokasi
ke wilayah perbatasan, setidak-tidaknya
khusus untuk pasukan pengawal perba-
tasan (border patrol) yang perlu dibentuk
secara khusus. Redislokasi pangkalan ke
daerah perbatasan ini sekaligus akan
membantu meringankan masalah seng-
keta pertanahan antara fihak militer de-
ngan rakyat yang haus tanzh, yang se-
makin lama semakin sering terjadi.

Agak mengherankan juga mengapa de-

erbatasan ke daiam wila- - o
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- '_:-_:-:chkltar separo dan hutan Indone- i
L sia, yang dapat dipandang sebagaa
0 salah satu asser Repubhk yang amat

pcntmg dan pemah dmilal seba-

Cogal baglan dari ‘paru-pani. duma, _
~ telah gundul'karena. tidak diada- T i S
kannya replantmg oleh para peng- _._r-:':_fDapat dikatakan bahwa sebagz:m' .
i besar huta.n Indonesxa yang umum-
nya terdapat di pulau—pulau luar -
Jawa, dimiliki-oleh ‘masyarakat
hukum adat yang nota bene dia-
“kui oleh ‘Undang-Undang Dasar
1945, “telah di-kavling oich Pe-

“usaha hak pengusahaan hutan

: (HPH) yang bcker)a praktis tan-

- :pa pengawasan sama sekali. Pem-
+bukaan hutan secara ridak bertang—
* gung jawab ini-lebih diperparah
“oleh #llegal logging yang berlang-
 sung melalui kolusi pengusaha hi-
“tam dengan aparat negara yang
juga tidak mempunyai rasa tang-
~gung jawab terhadap masa depan
Tanah Airnya. N

. Suatu dampak dari mismanagement
tersebut, yang sudah dirasakan oleh
~seluruh Rakyat dewasa ini, 2dalah
' semakin seringnya terjadi benca-
naalam banjir dan tanah longsor,
~di daerah-daerah yang hutannya te-

mikian susah memberi nama kepada de-
mikian banyak pulau kita. Sekedar iseng
saja, untuk mempercepat pemberian
nama ini, mungkin dapat dipertimbang-
kan untuk mengadakan pendaftaran usul
nama-nama pulau, termasuk dengan
menyumbangkan nama sendiri, yang ke-
mudian dikukuhkan dengan keputusan
pengadilan. Dalam waktu dekar kebu-
whan tersebur akan terpenuhi.

-~ but, ‘Penderitaan Raky kD
g bzh diperpamh lag1 oieh rangkax-
+ an bencana alam’ gempa | bumi dan
-'f;-tmnamz d;. daerah-daerah panmt

_?iah digunduh tanpa rzsxko tersc-:

merintah berdasar konsep fikrif
hak menguasai negara dan dibagi-
bagikan kepada para pengusaha hu-

tan, yang menurut catatan ham-

pir selalu mengambil lebih luas dari
ukuran yang secara formal diizin-
kan. Selain itu, mercka menebang
kayu-kayu di hutan dan menga-
gunkan hak pengusahaan hutan
tersebut kepada bank-bank untuk
mendapatkan kredit. Dengan kata
lain, seorang atau suatu perusaha-
an yang memegang hak pengusa-
haan hutan dapat berusaha prak-
tis dengan modal dengkul, mela-
lui kolusi dengan pejabat-pejabat
yang berwenang memberikan izin
hak pengusahaan huran.

Selain itu ada perundang-undang-
an negara yang secara sadar telah
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_:"--'._-'._;memmblﬂkan kemlskinan Rakyat
-  pada-u umumnya: dan kemlskman
;';:;warga m:isyarakat hukum adat pada:' '
| khususnya, yaitu ketentuan ‘bah-
Ciwa ]ika tanah. ulayat akan’ diusa-

- :dlserahkan kepada Pemenntah an-
~.tuk diberikan hak: guna. usaha

._;:.(HGU) yang jika teiah hab15 ma-
sanya tidak kembali kepada ma-

- syarakat hukum adat pemiliknya,
- terapi justru jatuh ke tangan Ne-

.;.fga_ra_f - -y N

Sebagai konsekuensinya, secara

pelahan tetapi pasti telzh timbul

reaksi dan perlawanan dari masya-
rakat yang tanah ulayatnya telah
dikuasai dan arau dimiliki negara
tanpa dasar hukum yang sah. Mula-
- mulanya reaksi tersebut bersifat
'_.sporadis, kemudian tumbuh lebih
terorganisasi, dan mulanya berifat
lokal, kemudian tumbuh dan ber-
kembang ke tingkat nasional dan
internasional, mulanya bagaikan
dimusuhi oleh Pemerintah dan
Negara, kemudian diakomodasi
“oleh Pemerinrah dan Negara.

;Béberapa lembaga negara dan lem-
baga swadaya masyarakat yang se-

p jaman_m 'ai__dam bank, terle-

. bih dahulu tanah tersebut harus.

hi karaﬁg"ini' sééﬁra' il mémpuﬁyai o
: :--:'_klprah dalam perlmdungan hak

o masyarakat hukum sera. haknya N
=:_""".atas tanah ulayat adalah sebagal
: -_-_benkut s i
" hakan dan: untuk it dlperlukan_'.' e o
' Mahkamah Konsmtu&, yang ber{- i

y dasax Pasal 51 Undang—undang No- = -
~mor 24 Tahun' 2004 Tentang Mah-
~ kamah Konstitusi, yang berkewa-
jiban. menerima’ uji banding ter-
- hadap materi undang-undang yang

dirasakan oleh masyarakat hukum

- adat telah ‘merugikan hak konsti-
~tusional  mereka.

. Komisi. Nasional Hak Asasi Ma-
nusia (Komnas HAM), Sub Ko-

misi Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya, yang menugaskan seorang
komisioner untuk menangani hak

masyarakat hukum adat.

. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

(AMAN), vang terbentuk pada
tahun 1999, sebagal konfederasi
dari masyarakat [hukum] adat yang
bergerak di tingkat grass roous.

. Sekretariat Nasional Perlindungan

Hak Konstitusional Masyarakat
Hukum Adart, yang didirikan de-
ngan akta notaris akhir Januari
2007, sebagai tindaklanjut dari

ok
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i {penngatan pertama Han Interna-

5 sional Masyamkat Hukum Adar se
- Dunia tanggai 9 Agustus 2006 di

| :'-_'-.f__TMII Jakarta, yang dihadiri oleh -

Presxden Soesdo Bambang Yudho-

' yono, yang secara iaagsung menye-

; __=tuju1 pembentukan lembacra ini.

| :_':'Dapat dzperk;rakan, bahwa pka
“lembaga-lembaga tersebut berfungsi
- dengan baik, banyak manfaat yang
. akan diperoleh; yaituL 1) akan da-
- pat dicegah berkelanjutannya peng-
ambil alihan tanpa hak dari hak
atas tanah ulayar dari * masyarakat
hukum adat, 2) kesejahteraan war-
‘ga masyarajat hukum adat akan
‘menignkat; 3) tercegahnya tum-
buh ‘dan berkembangnya rasa -
- dak puas.dari warga masyarakat
‘hukum adat, yang sebagian besar
hidup di pulau-pulau luar Jawa; 4)
terlindunginyz hutan serta sumber
‘daya alam lainnya dari pengrusakan

| hutan oieh ﬁhak ketiga. |

5. Pengaruh ngkungan Sekitar.

Sejarah menunjukkan bahwa tidak
semua masalah yang dihadapi oleh
Republik berasal dari kelemahan kita
sendiri. Sebagian justru berasal dari
intervensi dari luar, baik dalam bi-
dang ideclogi, politik, ekonomi, atau

sossal budaya, yang tldak jarang jauh

lebih kuar daripada, yang dapat dira-
_ngam oleh: Repubhk Beberapa di

antaranya ada,iah sebaaag benkut

' Prof Gcarge McTuman Kahm teiah o
Emembus.kui«:an dengan amat meya-
"kmkan ‘bahwa aparatur mtehjen s

Amerika Serikar (CIA) mempuunyai
peranan dalam pemberontakan Peme-
rintah Revolusioner Republik Indo-
nesia (PRRI) dan Permesta. Berba-
gai penulis menengarai bahwa dinas
intelijen Cekoslowakia = yang bera-
da di bawah kendali KGB dari eks
Uni Soviet — bermain dalam gon-
jang ganjing politik Indonesia sebe-
lum pecahnya pemberontakan G308/
PKI, yang selanjutnya ditengarai di-
otaki oleh aparatur intelijen Repu-

blik Rakyat Cina3l.

Tidak seluruhnya gonjang ganjing
politik Indonesia diotaki oleh apara-
wur intelijen asing. Sebagian di anta-
ranya justru diotaki atau dikendali-
kan oleh lembaga-lembaga swadaya

masyarakat sendiri yang mempunyai

3 Masih harus diteliti adalah peranan ne-
gara-negara tetangga seperti Malaysia
dalam kasus pembalakan huran di Kali-
mantan, Singapura dalam kasus pelarian
uang panas dari Indonesia ke negeri ter-
sebut.




.Ijejarmg ch dalam dan di iuar negcn

.dl eks. Prov1n51 szor Timur, di -
: - Pr0v1n51 Nanggore Aceh Darussalam,_ :
'"'dl _vam& Maluku, dan last but not

o "lf_’tzs di ".Provmﬂ Papua 32 -

a. K¢351mpulan Ly

1) ]1ka dlnngkas hasd audn: kmer—
~ja. verhadap Repubhk Indonesia
..akan berkisar di gatis. batas antara
“Wajar dengan [Banyak] Syarat’ dan

- No Opinion, oleh karena walaupun
N Rgp_ublik_ ini masih eksis dan ma-
. sih berfungsi, namun di.dalamnya
terdapat demikian. banyak masa-
lah mendasar, yang bersifat .ideo-
logis, sistemik, dan strukeural,
-yang jika dibiarkan berlarut-larut
~akan dapat meruntuhkan negara ini
dari dalam menurut pola runtuh-

nya Uni Soviet pada.tahun 1989.

2) Banyak masalah bangsa kita yang

32 Tidak agrau belum terdapat bukei bah-
wa aksi-aksi serupa di Provinsi Riau juga
diotaki oleh intelijen asing atau lembaga
swadaya masyarakat asing. Aksi-aksi ter-
sebut kelihatannya bersifat fully home
grown.

Hal iru telah terbukr.l secam amat
meya__ inkan dalam kasus pergolakan.

33’.331*4?(?5161 '<3V§i1 WULLAGUSTUS 2007 -Noids 39

berat, mendasar, dan berjan’gka-’

. lpanjang, ‘yang kita hadap1 dewa-

sa: 1n1, sesungguhnya mcrupakan s

~ ‘warisan’ dari rangkaian kekeliru-

_:-'1'}':'-lampau, yang dllakukan denganl”_f

3) D1 antara.berbagai faktor yang'-"':-" '

-_._-;_menycbabkan masalah - masalah
. -mendasar - dan___bexja_ngk__a ‘panjang
- dit_:_alxligéni' “dengan 1’pcrspcktif ‘ber-
jangkﬁ pendek adalah oleh karena
dari segi konseptual Pancasila se-

- bagai Staatffundamentalnorm yang
tidak atau belum tegas core value-
nya, dan Undang-Undang Dasar
1945 yang tidak atau belum jelas

~ versi sistem pemerintahannya.

4) Ketidakjelasan core value Pancasi-
Iz dapat dibenahi dengan paradig-
ma fungsional Pancasila sedangkan
ketidakjelasan sistem pemerintah-
an dapat dibenahi dengan sistem
pemerintahan semi presidensial
model Republik Perancis.

5) Pancasila — dan Undang-Undang
Dasar 1945 — dapat dioperasio-
nalisasikan dengan menggunakan
seluruh instrumen internasional
hak asasi manusia serta program-
program pendukungnya.

. ;_'_:an pcngambllan keputusan dirasa =
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DS 1) Untuk kemantapan jalannya ﬂegara
T _*j:'serta pememntahan, perlu dlkem—

Cany yang ‘sama ‘tentang n11a1 mti

E E-;(core value) Pancasda, serta pem:
-~ benahan serta konsmtenﬂ terhadap
- isistemn. pcmenntahan yang-dianut
~dalam’ Unfdang—Undang Dasar
"-1945 i =

2) Mengmgat dcmikian banyak ma-
~salah mendasar dan berjangka pan-
* jang yang belum terselesaikan, se-
*belum melakukan amandemen ke-
lima ‘terhadap Unfdang-Undang
Dasar 1945, diperlukan semacam
“national summizt dari ‘seluruh to-
‘koh &lir Indonesia untuk memba-
*“has grand design Republik Indo-
“nesia, sebagai rujukan dari kese-
“luruhan kiprah yang akan dilaku-

* kan dalam mengelola negara ini.

3) Setelah berjalan selama lebih dari
sepuluh tahun, dan meluasnya ke-
san bahwa walaupun secara formal
dalam bidang politik terdapat ba-
nyak kemajuan, namun dalam bi-
dang ekonomi, dalam bidang so-

sial budaya, dan dalam bidang hu-

Pemermtahan _

_f'--'-kum tcrdapaf demikiaﬂ baﬁyak;f -
- kemunduran, sudah ;_-saatnya dia- '-

dakan evaiuasx mcnycluruh terila—%

"_'f':;dap klnef}& gerakan reform381 :

L 4). Mcngmgat bahwa daiam sxstem::._glﬁ.'

pemerintahan preadens;al posisi
lembaga kepresidenan demikian .
sentral, sudah saatnya ‘diadakan
kajian khusus terhadap lembaga
kepresidenan ini, jika: perlu dengan

“mengadakan studi perbandmgan
"dengan negara—negara lain yang
" menganut sistem’ pcmermtahan
" presidensial yang sama. Secara

pribadi penulis merckomendasikan

dianutnya sistem pémerintahan

semi presidensial yang dianut Re-

publik Perancis, yang tidak mem-

‘punyai wakil presiden tetapi mem-

punyai perdana menteri profesio-
nal yang bertanggung jawab kepa-
da parlemen, dan jika perlu bisa
digand setiap waktu.

5) Mengingat demikian pentingnya

peranan tokoh pribadi presiden da-
lam sistem pemerintahan presiden-
sial yang kita anut, dan mengingat
dernikian banyaknya masalah pen-
ting dan mendasar yang memer-
lukan keputusan presiden yang




__:::itukan dan pengoperasmn mekan;s_".'
. medan ;'prosedur f:pengamblian ke:

o yan té_rny.ét.é. .itidak dapat' ldltangv-

: i._’.-gu.la.ngx dengan pendekatan hukum
_:___:_-:belaka Oleh Larena itu. perlu di-
_;susun strategi. altematif yang. le-
‘bih komprehensif, antara lain de-
 ngan memantfaatkan konsep ‘sistem
 integritas nasional’ yang dianjur-
kan oleh Transparenty Interna-
tional.

7) Sehubungan dengan kenyataan
bahwa Bangsa Indonesia adalah
bangsa yang bermasyarakat maje-
muk — dan mengingat bahwa' sa-
lah satu kunci ‘keberhasilan’ pe-
merintah kolonial Hindia Belan-
da dalam memerintah Indonesia
demikian lama adalah pengetahu-
an yang mendalam tentang sifat
berbagai etnik di Indonesia — periu
diambil langkah agar setiap peja-
bat pemerintah pusat yang akan
menangani atau akan ditugaskan
ke suatu daerah, benar-benar me-

mahami latar belakang sejarah dan

8) Untuk menjamin berkesmambung—y. &
: ._:f_annya pengetahuan dan pemaham- =

- jabat eksekutif 1 yang bertugas ch
- daerah diinstruksikan untuk me-
nyusun dan memelihara kemu- -
¢ takhiran. _dgta___s__o:s_lo:kultur_al dari -

.. daerah tempatnya. bertugas, dan
___pada waktunya ‘menyerahkannya
- kepada penggantinya sebagai ma-

sukan.

9) Baik untuk mengawal perbatasan

negara maupun untuk mengurangi
konflik pertanahan dengan masya-
rakat yang memerlukan tanah,
secara bertahap perlu direncanakan
redislokasi pangkalan militer ke da-
erah-daerah periferi.

Rakyat

10)Baik untuk mengoreksi kecende-

rungan teralienasinya partai poli-
tik dari para pemilihnya maupun
untuk melakukan social control yang
lebih melembaga kepada korps elite
yang sedang memegang tampuk
kekuasaan, perlu didorong terben-

j-_iatar beiakang sejarah-:::-;.-'_-_3---- =
kultural dari klprah};f;-.- .

pemehntahan}dl daerah setlap peu_f'_'_'“ _




B _;-,.r'-;;tulmya jejanng para permhh dan R

B _pembayar pa]ak yang khusus di-

‘bentuk ‘selain untuk mclakukan_ g
: -_":_-".pemantauan dan mengevaluasx ki-

* nerja mereka; juga untuk mem-

_":'Z:-:::berikan __rekomendam kepada Sla—m

' “pa pzhhan-;fperlu dzjatuhkan dalam

i pemihhan.umum berkala %y

| Wﬂayah

ll)Uﬁtuk mengamankan Wllayah
perbatasan terhadap silent invasion
“oleh negara-negara tetangga, sela-
~in perlu dilakukan audit terhadap
patok-patok perbatasan, juga per-

- kutif, perlu ciibcnk
“lebih melembaga ke,
“qasi masyarakat hu

tingkat nasional,‘antara Iam kepa-
da Aliansi Masyarakat A_d_a_t Nusan-
tara (AMAN) dan Sekretariar Na-
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sional Perlindungan Hak Konstiru-
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